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RINGKASAN

Pemahaman Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Intern daiam
Mekanisme Pengendalian Internal Perbankan Syariah
(Studi Kasus pada Bank Syariah X)

Nurul Hasanah U, Dewi

Akuntabilitas pada lembaga keuangan Kkonvensional berbeda dari
perspektif akuntabilitas pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jika
akuntabilitas pada lembaga keuangan konvensional pertanggungjawaban
aktivitasnya adalah pada principal (dalam hal ini stakeholder), baik itu
pemegang saham, investor, maupun pada masyarakat. Namun dalam konteks
syanah, pertanggungjawaban tidak bhanya pada manusia, namun juga pada
Tuhan. Dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut, maka aspek perilaku
manusia sangat menentukan dalam praktek sistem pengendalian intern.

Dalam perbankan syariah terdapat dua konsep yang mendasari
pelaksanaan pengawasan syariah secara internal dalam konteks pemenuhan
akuntabilitas secara horizontal maupun vertikal. Pertama, adalah konsep
shari’a review yang harus dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah yaitu
melakukan pengawasan kepatuhan syariah. Dan yang kedua adalah konsep
internal shari’a review dalam bank syariah yang merupakan salah satu fungsi
internal auditor dalam bank syariah yaitu menilai kesesuaian operasi dan
transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemahaman akuntabilitas
dan sistem pengendalian intern dalam mekanisme pengendalian internal
perbankan syariah. Hasilnya adalah bahwa mekanisme sistem pengendalian
intern pada Bank Syariah "X Surabaya telah berjalan efektif sesuai dengan
akuntabilitas yang diemban, yaitu tidak hanya pada manusia namun juga pada
Tuhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa fungsi dewan pengawas syariah di
Indonesia dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan syariah belum optimal,
karena makna kepatuhan syariah yang disyaratkan hanya sebatas pada
kesesuaian produk dan pemasaran terhadap aturan syariah.
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SUMMARY

Understanding of Accountability and Internal Control System in Sharia
Banking Internal Control Mechanism
(Case Study at Sharia Bank X)

Nurul Hasanah U. Dewi

Accountability at conventional financial institution differs from
accountability perspective at financial institution which based on shari’a. If
accountability at conventional financial institution its activity responsibility is
fo principal (in this case addressed 1o stakeholders), that are stockholders,
investors, and also to society. But in shari’a context, responsibility is not only
to human being but also to God. With the existence of the viewpoint difference,
hence behavioral aspect of human being very determine in practice internal
control system.

In shari'a banking there are two concepts that constitute execution of
observation of shari'a internally in context of accountability accomplishment
by horizontal and also vertical. The first concept is shari’a review concept
which must be conducted by shari’a supervisory board to conduct the
observation of compliance of shari'a. Secondly is internal shari'a review
concept in shari’'a bank as one of the functions of internal auditor in shari'a
bank to assess according to operation and transaction that is principally
shari’a which have been determined.

The aim of this research is to study the understanding of accountability
and internal control system in shari'a banking internal control mechanism. Its
result is that mechanism of internal control system at Surabaya shari'a bank
“X" have walked effectively as according to accountability which became
burden, that are not only to human being but also to God

This research also find that the function of shari'a supervisory board in
Indonesia in execute observation of compliance of shari’a not yet optimal
because meaning of compliance of shari'a that required only limited according
fo product and marketing of shari’a law.
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ABSTRACT

Understanding of Accountability and Internal Control System
In Shari’a Banking Internal Control Mechanism
(Case Study at Shari’a Bank X)

Nurul Hasanah U. Dewi

The aim of this research is to study the understanding of accountability
and internal control system in shari'a banking internal control mechanism.
This research is conducted at banking that using shari’a system to observe the
interngl control system practice which not only must be accord with
management policy, but also with shari’a principle.

This research use single case study approach. Research methodology of
this research basically covered the technique of intake of data and practical
Jormulation concept. So that, this research need the interaction between
researcher with research object which having interactive character to
comprehend object reality. This matter especially conducted by interview and
documentation,

Its result is that mechanism of internal control system at Surabaya
shari'a bank “X" have walked effectively as according to accountability
which became burden, that are not only to human being but also 1o God. This
research also find that the function of council of shari’a supervisory board in
Indonesia in execute observation of compliance of shari’a not yet optimal
because meaning of compliance of shari’a that required only limited according
to product and marketing of shari'a law.

Keywords: accountability, internal control system, shari’a
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistern pengendalian intern merupakan kebijakan serta prosedur yang
ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan
usaha yang spesifik akan dapat dicapai (Siegel dan Marconi, 1989: 305; Arens
et.al., 2006: 162; Boyton et.al.,, 2004: 78; Loudon dan Loudon, 2006: 56). Jika
sistem pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan
terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan
sangat besar.

Kebutuhan akan sistem pengendalian intern adalah suatu hal yang wajar,
karena dengan adanya praktek pengendalian intern yang baik merefleksikan
adanya praktek manajenial yang baik. Adanya prakitek manajerial yang baik akan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri
(Triyuwono dan Roekhuddin, 2000).

Pemahaman akan praktik sistem pengendalian intern akan sangat menarik
bila dipandang dalam prespektif syariah. Hal ini dikarenakan akuntabilitas bisnis
syariah berbeda dari akuntabilitas bisnis konvensional. Akuntansi syariah tidak
dapat dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ini merlzlpaka.n
instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Keterkaitannya

dengan Tuhan, manusia, dan alam ini telah membedakan akuntansi syariah

1 ! ﬂ ' «L L
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dengan akuntansi modern secara signifikan, baik nilai yang terkandung di

dalamnya maupun pada bentuk teori dan tujuan dasarnya. Seperti diungkapkan

oleh Surbakti (2004), yang menyatakan bahwa terdapat lima perbedaan antara

bank syariah dan konvensional, yaitu:

1. Hubungan bank dengan nasabah
Pada bank syariah, karakteristik hubungan dengan nasabah adalah investor-
investor berlandaskan prinsip bagi hasil, perdagangan, dan jasa keuangan
lainnya yang tidak betentangan dengan syariat Islam. Terdapat pembagian
beban risiko dan hubungan yang kuat antara sisi aktiva dan sisi pasiva.
Pada bank konvensional, karakteristik hubungan adalah kreditur-debitur.
Kedua belah pihak telah menetapkan besarnya pendapatan dan biaya yang
menjadi hak dan beban masing-masing dalam bentuk riba.
Karakteristik ini mencerminkan tidak adanya hubungan dan pembagian beban
risiko antara sisi aktiva dan sisi pasiva.

2. Kiriteria bidang usaha
Bank syariah tidak melakukan investasi pada usaha yang layak dan
menguntungkan secara finansial, namun mendorong timbulnya kemudharatan
bagi kehidupan manusia. Aspek halal dan kemashlahatan terhadap akal, harta,
keturunan, agama, dan jiwa menjadi kriteria usaha. Pada bank konvensional,
umumnya Kriteria usaha berorientasi kepada tingkat keuntungan, kelayakan
arus kas dan dan pengamanan kredit. Terdapat pembatasan kualitatif, namun
hanya berdasarkan nilai etika yang dapat berubah sesuai perubahan nilai

masyarakatnya.
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3. Ruang lingkup bidang usaha
Bank syariah mempunyai ruang lingkup usaha variatif, meliputi bagi hasil,
jual-beli, sewa, gadai, dan jasa keuangan lainnya. Bank konvensional terbatas
kepada mekanisme pinjam-meminjam dengan instrumen ribawi.

4, Akuntansi dan penyajian laporan keunangan
Akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada bank syariah bertanggung
jawab kepada Allah SWT, stakeholders, dan lingkungan sosial berlandaskan
kepada aspek transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

Pada poin empat tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa akuntabilitas
pada lembaga keuangan kenvensional berbeda dengan prespektif akuntabilitas
pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. Jika akuntabilitas pada lembaga
keuangan konvensional, maka pertanggungjawaban aktivitas pada principal
adalah terhadap stakeholder, baik itu pemegang saham, investor, maupun pada
masyarakat. Namun dalam konteks syariah, pertanggungjawaban tidak hanya pada
manusia, namun juga terhadap Tuhan. Dengan adanya perbedaan sudut pandang
im, maka aspek perilaku manusia sangat menentukan dalam praktik sistem
pengendalian intern. Apakah dengan pandangan bahwa seluruh aktivitas
operasional perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, maka
sistem pengendalian intern menjadi lemah karena ada unsur kepercayaan bahwa
setiap manusia akan takut dengan Tuhan, atau sebaliknya sistem pengendalian
intern dibuat kuat agar setiap personil perusahaan mematuhinya, merupakan

kajian yang menarik untuk didiskusikan.
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Diskusi mengenai prespektif syariah pada dunia perbankan menjadi topik
yang sangat menarik untuk diangkat, hal ini dikarenakan ada fenomena menarik
yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat baik di Indonesia maupun di
dunia memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Berbagai penelitian di dunia
menunjukkan betapa perkembangan pemikiran syariah telah menunjukkan
kemajuan yang cukup signifikan. Khan (1999); Gerrard dan Cunningham (1997);
Naser, Jamal, dan Al-Khatib (1999) menemukan bahwa kesadaran masyarakat
serta kemajuan produk perekonomian yang berbasis syariah atau hukum Islam
semakin meningkat. Perkembangan ini tidak hanya terjad: pada negara-negara
yang mayoritas penduduknya muslim ataupun negara muslim, bahkan untuk
negara yang bukan negara musiim dan mayoritas warganya bukan muslim.

Selain itu, jika melihat suatu sistem pengendalian intern, dalam perbankan
syariah, untuk menjaga bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan
sebagaimana mestinya, maka pihak yang harus memeriksa untuk memastikan
keefektifan sistem pengendalian intern adalah internal auditor serta dewan
pengawas syariah. Hal ini dikarenakan aspek kepatuhan terhadap kebijakan
manajemen serta kepatuhan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang
membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Sehingga, bank syariah
harus memiliki institusi independen yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian
operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah. Institusi tersebut adalah
dewan pengawas syariah yang merupakan badan independen yang ditempatkan
dewan syariah nasional untuk meniliai, mengarahkan dan mengawasi aktivitas

operasional bank agar sesuai dengan prinsip dan aturan syariah dan internal
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auditor yang mempunyai tugas yang sama dengan bank konvensional yaitu
apakah operasinal bank telah berjalan sesuai kebijakan manajemen.

Oleh karena itu terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan
pengawasan syariah secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan
akuntabilitas secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep
shari’a review yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk
melakukan pengawasan kepatuhan syarish, dan yang kedua adalah konsep
internal shari’a review dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit
dalam bank syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan
prinsip-prinsip syariah vang telah ditentukan.

Pemahaman mengenai keunikan akuntabilitas dalam mekanisme
pengendalian internal pada prespektif syariah seperti dipaparkan sebelumnya
melandasi penelitian ini untuk mencoba mengangkat pembahasan mengenai
sistemm pengendalian intern yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah
khususnya perbankan dihubungkan dengan pemahaman akuntabilitas yang unik
yang membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan yang
berbasis syariah, Oleh karena itu, ada tiga hal utama yang akan diangkat dalam
penulisan ini yaitu prinsip syariah, sistem pengendalaian intern, serta pemahaman
akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Triyuwono dan Roekhuddin
(2000), mencoba untuk melihat praktik sistem pengendalian intern pada lembaga
zakat. Penclitian yang dilakukan oleh kedua penulis tersebut menunjukkan bahwa

pada lembaga zakat terdapat ketidakkonsistenan antara praktik pengendalian
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internal dengan akuntabilitasnya. Fenomena ini terjadi dikarenakan ada konsep
serta praktik sistem penendalian intern yang lemah. Akuntabilitas yang dipahami
oleh manajemen lembaga zakat mempunyai sebuah keunikan. Keunikan tersebut
terlihat pada keluasan lingkup akuntabilitas yang ditunjukkan oleh tingkatan-
tingkatannya. Tingkatan pertama, Muzkki, Munfig, Musaddig, tingkatan kedua
pada Dewan Penasehat, dan yang terakhir, tingkatan ketiga ditujukan pada Tuhan.

Pada tingkatan pertama, media yang digunakan laporan keuangan dan/atau
laporan lainnya yang bersifat kuantitatif (pada intinya adalah laporan “fisik™).
Sedangkan tingkatan kedua menggunakan media laporan keuangan (kuantitatif)
dan laporan lainnya yang bersifat kualitatif. Bentuk laporan yang terakhir ini
dapat berupa pencapaian program-program kualitatif yang ditetapkan oleh
regulator, atau laporan tentang ditaati dan dipraktikkannya prinsip-prinsip etika
syariah (laporan “fisik” dan “mental”). Pada tingkat ketiga merupakan bentuk
akuntabilitas yang sangat abstrak, karena perwujudannya melibatkan dimensi
spiritual manajemen, yaitu sifat ihsan, suatu perbuatan baik yang diyakini bahwa
perbuatan tersebut senantiasa diawasi oleh Allah SWT secara terus menerus.
Pemahaman sifat issan ini diwujudkan dalam bentuk dipraktikkannya etika
syariah dan lebih konkrit lagi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan
laporan lainnya pada tataran “fisik”, sehingga, pengertian praktik akuntabilitas
pada lembaga keuangan syariah jauh lebih luas bila dibandingkan dengan
organisasi bisnis, karena tidak saja menyangkut aspek fisik dan mental, tetdpi juga
spiritual. Namun, ketidakkonsistenan ini menurut pengamatan Trijuwono dan

Roekhuddin (2000), tidak terdapat indikasi kesengajaan, tetapi yang terlihat
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adalah lemahnya sumber daya manusia dalam menterjemahkan akuntabilitas (baik
fisik, mental, dan spiritual) dalam praktik sistem pengendalian intern yang nyata.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suprayogi (2006) juga
mengangkat pembahasan mengenai aktivitas penendalian intern yang terdapat
pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa
kontrol atas kepatuhan syariah di BPRS tetap berjalan efektif meskipun
mekanisme pengawasan internal syariah oleh Dewan Pengawas Syariah dan
internal audit tidak berjalan optimal. Fenomena tersebut muncul karena kontrol
atas kepatuhan syariah dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya antara Dewan
Pengawas Syariah (DPS) terhadap manajemen.

Kedua penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Dar dan
Presley (2000} yang menunjukan bahwa pada dunia yang sempuma (prefect
world) dalam berpartner bisnis, bagaimanapun bentuknya, mengandalkan
kejujuran bukanlah suatu yang berlebihan. Hal ini senada dengan yang
dikemukakan oleh Scott (2000), bahwa dalam perfect and complete markets
menunjukkan tidak ada asimetri informasi (kesenjangan informasi) sehingga
informasi yang dihasilkan adalah fill disclosure, kondisi tersebut disebut “first
best”. Namun dalam dunia nyata (rea! world) tidak seperti ini, kemungkinan
adanya kecurangan maupun keinginan melakukan pencurian yang dilakukan oleh
personil akan selalu terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi pada lembaga
konvensional, namun juga dapat terjadi pada lembaga yang akuntabilitasnya
menyatakan langsung pada Tuhan. Oleh karena itu sistem manajemen serta

kontrol yang baik akan selalu diperlukan bagi dunia usaha apapun bentuknya.
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Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk meneliti kembali kepatuhan
terhadap sistem pengendalian intern pada lembaga keuangan syariah berupa sektor
perbankan. Hal ini dilakukan karena pertumnbuhan lembaga syanah sektor
perbankan semakin pesat, dimana ditunjang dengan sumber daya manusia yang
lebih baik serta sistem yang telah mapan. Namun, pemahaman masyarakat bahwa
sektor perbankan syariah mempunyai sistem serta sumber daya manusia yang
lebih baik daripada lembaga zakat maupun BPRS, ternyata kenyataan tidak sesuai
harapan. Beberapa media menampilkan keluhan masyarakat akan manajemen
bank syariah, karena pandangan masyarakat bahwa pencantuman label syariah
diharapkan pelayanan serta transparansi menjadi lebih terjamin, namun seringkali
masyarakat menemui bahwa kinerja manajemen tidak seperti yang diharapkan
(Kompas, 2007). Schingga, fenomena ini menjadi suatu ganjalan bagi masyarakat,
karena sesuai dengan pemaparan diatas menjelaskan bahwa adanya praktek
manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan itu sendiri. Masyarakat tidak hanya rnenilai produknya, tetapi juga
sistem manajemen, profil personalia, serta service delivery-nya. Dengan kata lain,
perbankan syariah juga harus berarti semua aspek operasional yang dijalankan
benar-benar berlandaskan pada syariah.

Jika menilik fenomena yang ada di Indonesia dalam kurun waktu lima
tahun terakhir industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat
dan diiringi dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tarntangan
(Bank Indonesia, 2007). Dalam menjaga momentum pertumbuhan industn

perbankan syariah kebijakan pengembangan diarahkan untuk mengantispasi
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berbagai tantangan tersebut serta melaksanakan inisiatif strategis yang sudah
ditetapkan dalam cetak biru Bank Indonesia yang meliputi empat fokus area
pengembangan yaitu kepatuhan pada prinsip syariah, ketentuan kehati-hatian,
efisiensi operasi dan daya saing, serta kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi
perckonomian. Pada awal tahun 2007 Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan
baru tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan
Prinsip Syariah. Peraturan itu untuk memberikan gambaran yang lebih tepat
mengenai kondisi bank syariah saat ini dan di masa mendatang, karena menurut
Deputi Bank Indonesia, tingkat kesahatan bank digunakan untuk mengevaluasi
kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip
syariah, kepatuhan kepada ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko. Bagi
Bank Indonesia, tingkat kesehatan tersebut di masa mendatang digunakan untuk
menentukan strategi pengawasan bank yang tepat.

Oleh karena itu, seperti yang terlihat bahwa industri perbankan
mempunyai aturan yang tegas serta diawasi oleh bank sentral (dalam hal ini Bank
Indonesia). Sehingga, untuk melihat praktik sistem pengendalian intern yang telah
diatur oleh bank sentral (Peraturan Bank Indonesia No. 9/I/PB1/2007 tentang
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah)
serta peraturan yang telah dibuat oleh pihak bank syariah tersebut (intern) apakah
selaras dengan akuntabilitasnya perlu dicermati lebih lanjut. Karena, menurut
Antonio (2000), bahwa kita tidak boleh mengatasnamakan syariah’ untuk

mentoleransi keterlambatan, kerja sembarangann, serta minimnya kualitas dan
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range of product. Hal ini terlihat bahwa faktor sumber daya manusia sangat
berpengaruh terhadap praktik sistem pengendalian intern.

Dari latar belakang yang melandasi motivasi penulis seperti dipaparkan
diatas, maka berikut masalah yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini. Selain
itu tujuan serta manfaat yang mungkin dapat diambil dalam penelitian ini,

dijelaskan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan yang akan
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman akuntabilitas dan
sistem pengendalian interm dalam mekanisme pengendalian internal perbankan

syariah?

1.3 Batasan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan diatas, maka ruang lingkup penelitian
adalah bahwa penelitian ini berupaya untuk membuat gambaran secara
menyeluruh tentang upaya pelaksanaan aktivitas sistem pengendalian internal
dalam rangka memenuhi akuntabilitas yang tidak hanya pada manusia namun juga
pada Tuhan dengan pengawasan syariah secara internal olah dewan pengawas
syariah dengan didukung oleh fungsi internal audit untuk menciptakan kepatuhan
syariah pada bank syanah. Oleh karena itu fungsi internal audit dalam penelitian
ini difokuskan pada jenis audit kepatuhan untuk mendukung fungsi dewan
pengawas syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syamnah terhadap

manajemen bank syariah.

Tesis Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern ... Nurul Hasanah U. Dewi




Tesis

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat bukti empiris mengenai
bagaimana pemahaman akuntabilitas dan sistem pengendalian intern dalam

mekanisme pengendalian internal perbankan syariah?

1.5 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/manfaat pada
berbagai hal berikut :
a.  Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi yang
diperlukan bagi pengembangan literatur serta teori tentang masalah sistem
pengendalian intern dan akuntabilitas pada lembaga keuangan syariah
b. Manfaat praktis
Dalam dunia praktisi, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan
masukan bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam menetapkan
ukuran kinerja sistem yang mengacu pada sistem pengendalian intern dan
akuntabilitas pada lembaga keuangan syanah
¢. Manfaat penelitan yang akan datang
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitan
yang akan datang, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini dapat

diperbaiki pada penelitian serupa di masa datang.
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BABIHI

TELAAH LITERATUR DAN PROPOSISI

2.1 Landasan Syariah

Pada pembahasan mengenai praktik perekonomian bedasarkan prinsip
syariah, pemahaman akan esensi syariah yang ada dalam Al Qur’an dan Hadits
diperlukan agar pemahaman iebih komprehensif. Banyak sekali pesan tentang
audit dan kontrol atau pengawasan dalam ajaran Islam. Sehingga pemahaman
mengenai aktivitas pengawasan atau audit atas pengendalian internal dalam
perbankan syariah dapat diperoleh secara lengkap, maka telaah literatur dimulai
dengan pembahasan bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi yang
sesuai dengan tuntunan. Pembahasan diawali dengan pemahaman lembaga
hisbah yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW serta bagaimana lembaga

ini memainkan perananya dalam pengawasan atas kegiatan ekonomi.

2.1.1 Al Hisbah

Kata hisbagh diambil dan akar kata h-s-b dan berarti “problem
aritmetis”; “jumlah”; “pahala”. Kata hasaba yahsubu berarti “menghitung’;
“menakar”. Bentuk verbal ihtasaba berarti “mempertimbangkan”;
“mengharapkan pahala di akhirat dengan menambahkan amal shaleh pada saat
pethitungan seseorang dengan Allah. Barangkat dari sinilah penggunaan kata

benda ihfiséh lalu diidentikkan dengan aktivitas-aktivitas seseorang yang

12 : 0 R

i ¥

T PR P S F R R e
Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern ... Nurul Hasangh U. Dewi

|



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

13

mengajak orang untuk berbuat kebajikan (ma'ruf) dan melarang mereka
berbuat jahat (munkar) dengan harapan untuk mendapatkan pahala di akhirat.
Secara lebih teknis, kata hisbah berarti lembaga negara yang bertugas
mempromosikan apa yang baik dan mencegah apa yang buruk (al-amr bi ai-
mar’uf wa al-nahyu ‘an al-munkar). Meski Al-Qur’an menggambarkan agar
setiap Muslim memainkan suatu perran aktif dalam beramar ma’ruf nahi
munkar, hal ini telah dijadikan fardu kifayah, suatu kewajiban yang tetap oleh
sebagian orang di masyarakat. Negara Islam tetap diperintahkan agar
melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban
amar ma’ruf nahi munkar ini (Taimiyah dan Khan, 2004).

Di masa Rasulullah SAW, lembaga hishah sudah ada kendati istilah itu
baru digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru
muncul lebih akhir lagi. Tbnu Taimiyah mengkaitkan institusi hisba# dengan
penegakan fungsi negara. la utamanya mengkaitkan masalah teoritik mengenai
asal-u§u1 .esensial dari institusi ini. Pejabat yang bertanggung jawab atas
lembaga hisbah discbut muhtasib (Islahi, 1997). Seseorang yang diangkat
untuk memegang  peran sebagal muhtasib  haruslah memiliki  integritas
moral yang tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan
industrial.

Melalui hishah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol
kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan ‘dan
praktik-praktik ekonomi, yang lebih penting lagi adalah mengawasi industri,

Jasa profesional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktik riba
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dan perantara. Muhtasib juga perlu mengawasi perilaku sosial penduduk,
kinea mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kerja untuk
pemerintah. Schingga, dari pembahasan tersebut dapat ditegaskan bahwa al-
hishah adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala
dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Dan merupakan instansi keuangan
dalam pemerintah Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala kegiatan
ckonomi dan bertugas mengawasi semua infrastuktur yang terlibat dalam
mekanisme pasar. Apakah dalam mekanisme tersebut terjadi penyimpangan
operasional, dan berhak mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping
untuk menyediakan semua fasilitas ekonomi demi terciptanya kemaslahatan
bersama.

Oleh karena itu, hishah merupakan institusi yang utama untuk
mencegah agar aturan-aturan Allah tidak dilanggar, melindungi kepemilikan
masyarakat dan memastikan terciptanya keamanan umum, termasuk
memastikan bahwa pasar dan industri telah melaksanakan aturan dan prinsip-
prinsip syariah dalam setiap kegiatan ekonomi yang terkandung di dalamnya.
Sehingga, hisbah merupakan institusi yang melakukan pengawasan terhadap
seluruh aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar tidak melanggar syariah
Islam. Dasar hukum kelembagaan a/ hisbah ini tidak lepas dari prinsip-prinsip
amar ma'ruf nahy munkar yang menjadi inti ajaran Islam itu sendiri. Tak
sedikit ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadits Nabi yang menyatakan pentingnya

pelaksanaan amar ma 'ruf nahy munkar.
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2.1.2 Al-Qur’an
Al-Qur'an telah menjadikan amar ma’ruf nahy munkar sebagai

keistimewaan yang pertama dimiliki oleh umat ini dan mengungguli umat-
umat lainnya, schingga tugas-tugas ini telah melekat pada diri setiap muslim
untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Pelaksanaan
tugas ini secara baik merupakan cerminan kekuatan iman. Adapun landasan Al
qur’an agar manusia dapat menjalankan perannya adalah sebagai berikut:

All Imron, 3:104

S5 AT 3 52 A A S5
T A o e s ey A (8
G0 PP P 12287
“Dan hendakiah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang
munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai lidah bisa
memberi nasehat dan peringatan, tetapi tidak selamanya bisa memerintah dan
melarang. Sedangkan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah mewujudkan
umat yang mampu berdakwah, memerintah dan melarang. Dalam
melaksanakan cirri-ciri secara umum bagi masyarakat mukmin yang berbeda
dengan masyarakat orang-orang kafir dan munafik.

Selain itu, ayat berikut ini bisa dijadikan suatu perenungan daiam

menjalankan aktivitas bisnis, yaitu;
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Ali Imron, 3: 110
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang ma ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalab orang-orang yang fasik”

Dalam ayat ini menycbutkan amar ma’ruf nahi munkar lebih
didahulukan, bahwa iman kepada Allah SWT itu merupakan ketentuan yang
bersifat umum dan dimuliki oleh seluruh ahl kitab. Tetapi amar ma’ruf nahi
munkar merupakan kemuliaan umat Rasulullah. Seperti tumbuh-tumbuhan,
Allah-lah yang mengeluarkannya dan jika tidak dikeluarkan untuk
(kemaslahatan) umat manusia selurubnya. Umat ini adalah umat dakwah dan
risalah, tugasnya menyebarkan yang ma'ruf dan memperkuatnya dan
mencegah yang munkar serta menghancurkannya.

Ayat berikut ini juga menerangkan bahwa berdasarkan atas perintah Al-
Qur’an, Rasulullah SAW sebagaimana juga para Khulafa’ Rasyidin telah
menentukan orang-orang yang kredibel dalam menjalankan tugas hisbah ini,
sebagai inspektur pasar. Rasulullah SAW telah mengangkat Said bin Sa’id bin

Ash bin Umayyah sebagai orang yang bertugas mengontrol pasar di kota

Mekkah. Said bin Yazid menyatakan bawasannya pada saat dia masih muda, ia
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telah diangkat sebagai asisten Abdulah bin ’Utbah bin Mas’'ud sebagai

pengawas pasar pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

O.S Al A'raf. 7:157
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“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang
(namanya} mereka dapati tertulis di dalam Taurat an Injil yang ada di
sisi mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi
mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang
buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu
yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya,
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang

diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itu orang-orang yang
beruntung”

Dari pemaparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa hisba merupakan
salah satu institusi dalam kehidupan masyarakat muslim yang memiliki fungsi
sebagal pengawas atas pelaksanaan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Hishah
muncul karena seluruh aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat muslim
harus sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam, schingga
diperiukan suatu fungsi yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

seluruh aturan dan prinsip-prinsip syariah telah dilaksanakan oleh masyarakat.
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Hisbah (;alam prespektif pengawasan internal syariah merupakan
sebuah mekanisme kontrol dalam perusahaan yang ditempatkan dalam
manajemen untuk memastikan dan mengawasi bahwa manajemen telah bekerja
sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah, serta aturan-aturan lain yang
telah ditetapkan (Asri dan Fahmi dalam Suprayogi, 2006).

Tujuan dari keberadaan sistem hisbah adalah untuk memastikan
kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dan para
pemegang kekuasaan yang lain dalam organisasi tersebut, dan posisi hisha
tersebut yang terbaik diperankan oleh internal sharia’a reviewer, internal
auditor, dan, external auditor. Hasil akhir atas pekerjaan internal shari’a
reviewer dan internal auditor dilaporkan pada manajemen, shuro, dan para
stakeholder bersama-sama dengan laporan external auditor. Laporan internal
shari'a review harus meyakinkan para pembaca laporan keuangan bahwa
semua transaksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan

berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

2.1.3 Al Hadits
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa agar memperoleh

pemahaman yang utuh mengenai tuntunan dalam kewajiban menjalankan audit
serta kontrol dalam aktivitas bisnis, maka dua hadis berikut dapat dijadikan

sebagai sebuah perenungan, yaitu;

Tesis Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern ... Nurul Hasanah U. Dewi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

19

“Katakanlah kebenaran itu sekalipun pahit.” {Al-Hadits)

Tigarangsiapa di antaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia
mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup,
dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itu
selemah-lemahnya iman™. (Al Hadits)
Hadits tersebut memberikan tuntunan agar senantiasa menegakkan kebenaran
di jalan Allah. Dalam dunia bisnis yang sangat dekat dengan kemungkaran,

maka kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk selalu menegakkan

kebenaran sesuai dengan peraturan yang berdasarkan tuntunan Allah.

2.2 Pengawasan Internal Syariah

Berdasarkan ayat-ayat serta Hadits di atas, secara implisit dapat
diketahui, bahwa hakekat manajemen yang terkandung dalam Al Qur’an adalah
merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar
persoalan itu teruji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut,
diperfukan pengaturan dengan cara yang bijaksana.

Hakekat manajemen yang terkandung dalam Al Quran ini, dengan
demikian erat kaitanya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan
pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep
manajemen disandarkan pada ketiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian
tuyjuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen), sehingga
manajemen Islam dibangun atas tiga ranah, yaitu: manajemen, etika, dan
spiritualitas (Trijuwono, 1997). Ketiga hal ini membentuk hubungan yang tidak

terpisahkan. Ketiga hal berjalan membangun kekuatan dalam menjalankan -
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armanah. Dengan demikian, jika suatu proses manajemen berjalan menjalankan
amanah, maka amanah merupakan metafora yang akan dibentuk. Oleh karena
itu, jika metafora amanah yang akan dan telah dibentuk, maka didalamnya
akan ditemukan tiga hal penting, yaitu: pihak pemberi amanah, pihak penerima
amanah dan amanah itu sendiri.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka Jamil dalam Muhamad
(2005) menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen Islam terbagi atas tiga
hal, yaitu keadilan, amanah dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), serta
komunikatif. Hal inilah yang menjadi dasar pemahaman bahwa akuntabilitas
dalam prespektif syariah merupakan hubungan horizontal dan transedental

Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, lembaga keuangan syariah,
khususnya bank Islam, disamping membawa misi (yaitu misi bisnis dan sosial)
Juga sekaligus membawa beban yang membuainya harus dikelola secara ekstra
ketat. Dalam seluruh operasinya, para pengelola Bank Islam harus menaruhkan
jiwa dan raganya untuk dunia dan akhirat Bank syariah membawa misi
keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah. Semua ini dilakukan guna menjaga amanah serta
pertanggungjawaban yang dipegang oleh bank syariah.

Pengawasan internal syariah merupakan salah satu elemen dalam sistem
pengawasan bank syariah yang merupakan suatu mekanisme internal untuk
memberikan jaminan kepatuhan syariah (Ilyas, 2004) kepada para stakeholder
bank syariah. Pengawasan internal syariah yang efektif akan meningkatkan

rasa kepercayaan masyarakat dan para stakeholder kepada bank syariah dalam
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menecrapkan prinsip dan aturan syariah. Ada dua elemen utama pelaksana
pengawasan internal syariah yaitu dewan pengawas syariah dan internal
auditor.

Ada dua sisi pengawasan bank syariah yaitu pengawasan dari aspek
kondisi keunangan, kepatuhan dan ketentuan perbankan secara umum dan
prinsip kehati-hatian bank, dan pengawasan dari aspek pemenuhan prinsip
syariah dalam kegiatan operasional bank. Sistem pengawasan internal lebih
bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar mekanisme dan sistem kontrol
untuk Kkepentingan manajemen. Sedangkan pengawasan cksternal pada
dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara
umum yang dalam bal im dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah
Nasional. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih pada pengawasan
aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah
tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan Dewan Pengawas Syariah
sebagai perpanjangan tangannya.

Pada dasarnya praktik manajemen serta aktivitas pengawasan internal
yang diselenggarakan usaha bisnis yang berbasis [slam sama dengan usaha
bisnis yang tidak berdasarkan religi (Antonio, 2001). Sehingga pemaparan
berikut akan mencoba menjelaskan pemahaman sistem pengendalian serta
akuntabilitas yang dipandang dari kedua sisi tersebut, yaitu konvensional dan

syariah.
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2.3 Sistem Pengendalian Intern

Bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi keuangan
dituntut untuk memenuhi kriteria yang telah ditentukan regulator, yang dalam
hal ini Bank Indonesia, untuk dapat mematuhi prisip syarish dan memenuhi
kriteria kehati-hatian (Bank Indonesia, 2007) dalam penciptaan usahanya.
Untuk mendukung hal ini, perlu adanya perencanaan, organisasi, pelaksanaan,
dan pengontrolan yang ketat dalam setiap penciptaan usahanya (Sidi, 2003).
Fungsi Kontrol ini yang melandasi diperlukannya suatu sistem pengendalin
intern. Hal ini dilakukan agar personil terkondisi tidak takut terhadap manusia
(atasan), namun dengan terciptanya sistem yang baik, maka secara otomatis
kemungkinan terjadinya dysfunctional behavior dapat dieliminir. Oleh karena
itu, langkah manajemen yang diambil harusiah bertujuan untuk memperkuat
landasan usaha dalam mengembangkan usaha yang ada. Di sini jelas terlihat
pentingnya pengendalian intern dalam mendukung kegiatan usaha.

Pengendalian intem, menumt definisi yang dibuat oleh The America
Institute of Certified Public Accountants (AJCPA), adalah:

The plan of organization and all of coordinate metnoas ana measures aaopi:
within a business, to safeguard its assets, check the accuracy and reliability of
its accounting data, promote operational efficiency, and encourage adherence
to prescribed managerial policies.
Ada empat fungsi yang terlihat pada definisi tersebut di atas, yaitu:

1. menjaga aktiva (safeguarding of assets)

2. mengecek keakuratan dan reliabilitas data akuntansi (checking the accuracy

and reliability of its accounting data)
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3. meningkatkan efisiensi operasional (promoting operational efficiency)
4. mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (encourage adherence to
prescribed managerial policies)

Fungst pertama dan keduva adalah menjaga aktiva dan mengecek
keakuratan dan reliabilitas data akuntansi. Hal ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya inefisiensi. Oleh karena itu fungsi pertama dan kedua dinamakan
preventive atau accounting control. Sedangkan fungsi lainnya telah secara jelas
tergambarkan, yaitu pengendalian intern berfungsi untuk meningkatkan
efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor ekstern
telah disadari sejak puluhan tahun lalu. Tahun 1947 The American Institute of
Certified Public Accountant (AICPA) telah menerbitkan laporan mengenai
pengendalian intern. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa pentingnya
pengendalian intern adalah:

1. Perusahaan semakin berkembang dan menjadi begitu kompleks,
sehingga untuk mengendalikan operasi secara efektif manajemen harus
meletakkan kepercayaan pada laporan dan analisis

2. Pengecekan dan penelaahan yang dilakukan dalam system
pengendalian intern yang baik dapat memperkecil kelemahan manusia,
dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan

3. Auditor ektern dibatasi oleh biaya dalam melakukan pemeriksaan

terhadap laporan keuangan, schingga ia harus meletakkan
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kepercayaannya pada system pengendalian intern perusabaan yang

diperiksanya.

Pengendalian internal merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk memberikan jaminan secara memadai bahwa manajemen
mencapai tujuan dan sasaran perusahaan (Arens et al. 2005: 269-299). Studi
atas pengendalian internal perusahaan diawali oleh tiga konsep utama yang
mendasari, yaitu bahwa 1) pengendalian intern merupakan tanggung jawab
manajemen, 2) pengendalian intern perlu dikembangkan guna memberikan
janiinan secara wajar, tidak harus absolute, dan 3) pengendalian internal tetap
memperhatikan sifat keterbatasan/kelemahan inhern (Anthony et al, 1992).

Garrison dan Norren, (2000: 23-45) menyatakan bahwa, kepentingan
manajemen akan suatu pengendalian internal yang efektif mencaup: 1)
keandalan laporan keuangan, dimana manajemen bertanggung jawab baik
secara hukum maupun professional untuk menyajikan informasi keuangan
secara wajar, 2) pengendalian intern dipentingkan guna efektifitas dan efisiensi
operasional termasuk sumberdaya manusia hingga pada titik optimal
(Cahyono, 2000), dan 3) pengendalian internal dipentingkan pula dalam
konteks pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi (Guidry, 1998).

Selain itu, Pane (2003) menyebutkan, bahwa komponen yang
terkandung dalam pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pengawasan, yang dijabarkan sebagai berikut:
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1. Lingkungan Pengendalian
Mencakup tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan
keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur dan stockholder
lainnya, mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya entitas. Sub
komponen lingkungan pengendalian yang diperiukan meliputi: integritas
dan nilai-nilai etis, komitmen untuk kompetensi, komite audit, struktur
organisasi, filosofi dan management style, otorisasi dan tanggung jawab,
serta kebijakan tas sumber daya manusia. Sifat individu dalam organisasi,
seperti: kejujuran, kemampuan dan mlai-nilai moral, merupakan inti
organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi pengendalian intern.
Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi merupakan motor yang
menjalankan perusahaan, dan landasan atau tempat segalanya berakhir
(Jones, 2002: 78-85).
2. Penilaian Resiko

Merupakan identifikasi manajemen dan analisa resiko yang relevan dengan
penyajian laporan keuangan sesuai dengan generally accepted auditing
standard (GAAS). Perusahaan harus waspada atas segala resiko yang
dihadapi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan
(Hansen dan Mowen, 2003: 45-79). Perusahaan harus merumuskan
sasaran-sasaran yang saling berkaitan antara penjualan, produksi,
keuangan, sumber daya manusia, hukum, kualitas, persaingan, serta
kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi. Memperkirakan resiko yang akan

dihadapi meliputi identifikasi dan analisis resiko yang relevan dalam
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pencapaian tujuan-tujuan sebagai landasan pengambilan tindakan dalam
menghadapi resiko tersebut. Karena kondisi ekonomi, industri, hukum dan
aturan, dan kondisi operasi akan terus berubah, diperlukan mekanisme
untuk mengidentifikasi dan menghadapi resiko khusus yang berkaitan
dengan perubahan tersebut.
3. Aktivitas Pengendalian
Semua kebijakan dan prosedur guna memastikan bahwa tindakan yang
diperlukan telah dilakukan untuk mengatasi resiko dalam pencapaian
sasaran/fujuan orgamsasi (Badien et al, 1996 45-51). Hal im secara umum
mencakup: pemisahan tugas dan kewajiban, pengelolaan informasi
akuntansi, pengendaiian fisik, pemeriksaan independen (verifikasi internal)
dan penilaian kinerja. Sehingga, aktivitas pengendalian mencakup
kebijakan-kebijakan dan implementasi prosedur-prosedur yang membantu
dipatuhinya kebijakan manajemen secara efektif. Aktivitas pengendalian
terjadi di semua aspek orgamisasi pada setiap tingkat dan fungsi
manajemen. Aktivitas pengendalian mempengaruhi penilaian resiko,
dimana jika melakukan penaksiran resiko dibutuhkan kontrol pengendalian
(Pane, 1993).
4. Informasi dan komunikasi

Sistem ini ditelaah terhadap seluruh kelas transaksi, dimana auditor
menentukan: a) kelas uwtama transaksi entitas, b) bagaimana transaksi
dimulai dan dicatat, arsip dan dokumentasi akuntansi yang digunakan, d)

bagaimana system meliput peristiwa lain yang penting bagi laporan
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kenangan, dan e) sifat dan rincian proses pelaporan keuangan yang dianut.
Karena kegiatan pengendalian menyangkut informasi dan sistem
komunikasi. Informasi dan komunikasi akan memungkinkan semua orang
dalam organisasi memperoleh dan bertukar informasi yang diperlukan
untuk memimpin, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan
(Robbins, 1990:21-35). Informasi utama harus diidentifikasi dan
dikomunikasikan kepada semua orang dalam organisasi. Sistem
komunikasi tidak hanya dari atas ke bawah, namun harus dari dua arah.
Sehingga komunikasi mendukung pencapaian pemerolehan informasi,
sama halnya dengan kegiatan monitoring. Hal ini tidak saja berhubungan
dengan pengolahan data internal, tetapi juga informasi mengenai kejadian-
kejadian eksternal, yaitw aktivitas dan kondisi yang diperlukan untuk
menginformasikan pengambilan keputusan perusahaan dan pelaporan
eksternal. Komunikasi dengan pihak eksternal juga diperlukan, misalnya
dengan konsumen, pemasok, dan pemegang saham, selain komunikasi
antar pihak internal, manajemen dan karyawan.
5. Pengawasan

Merupakan pengawasan berkala dan berkelanjutan terhadap performa atau
prestasi pengendalian internal oleh manajemen, sebagai bentuk evaluasi
dan tindak lanjut konkrit. Karena sistem pengendalian internal perlu
dipantau. Pemantauan ini merupakan proses penaksiran kualitas
pelaksanaan sistem sepanjang waktu. Kegiatan ini dilakukan melalui

pemantauan yang terus menerus, evaluasi yang terpisah, atau kombinasi
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keduanya. Pemantauan dialukan pada berbagai tingkat operasi. Pemantanan
ini dityjukan wuntuk mengevaluasi pengendalian intern, sehingga
mendukung atas aktivitas pemerolehan informasi dan sistem komunikasi.
Luas dan frekuensi evaluasi terutama tergantung pada taksiran resiko dan
efektifitas prosedur monitoring tersebut. Pelaksanaan sistem pengendalian
yang tidak efisien dan masalah-masalah serius yang terditeksi daiam proses
pemantanan harus dilaporkan pada manajemen puncak dan dewan
komisaris.

Sedangkan menurut Agoes (2000:57-58) struktur pengendalian intern
satuan usaha terdiri dari tiga unsur, yaitu lingkungan pengendalian, sistem
akuntansi, serta prosedur pengendalian. Hal ini dilakukan untuk kepentingan
audit atas laporan keuangan. Dalam semua audit auditor harus memperoleh
pemahaman memadai atas masing-masing dari ketiga unsur tersebut untuk
merencanakan audit dengan cara melaksanakan prosedur untuk memahami
rancangan kebijakan dan prosedur yang relevan dengan perencanaan audit dan
uniuk menentukan apakah rancangan tersebut dilaksanakan.

Ada sinergi dan hubungan antara komponen-komponen tersebut, yang
pada intinya membentuk sistem yang terintregrasi, yang bereaksi secara
dinamis terhadap perubahan-perubahan kondisi. Sistem pengendalian intern
berjalan searah dengan kegiatan operasi perusahaan dan muncul karena alasan
bisnis mendasar. Pengendalian intern akan sangal efektif apabila dibangun
dalam infrastruktur perusahaan dan merupakan bagian inti perusahaan.

Pengendalian yang terpadu mendukung peningkatan kualitas, menghindarkan
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timbulnya biaya-biaya yang tidak diperlukan, dan memungkinkan tanggapan
yang cepat terhadap perubahan kondisi.

Dari pemaparan tersebut, maka sebenarnya pencantuman label syariah
pada sebuah lembaga membawa konsekuensi yang berat. Harapan masyarakat
terhadap lembaga yang ber-label syariah akan sangat tinggi, bahkan berharap
dapat tampi! sernpurna sesuai syariah. Karena itu, perbankan syariah tidak
cukup hanya mendasarkan pada produk-produk syariahnya. Masyarakat tidak
hanya menilai produknya, tetapi juga sistem manajernen, profil personalia,
serta service delivery-nya. Dengan kata lain, perbankan syariah juga harus
berarti semua aspek operasional yang dijalankan benar-benar berlandaskan
pada syariah.

Korporat syariah berarli sebagai lembaga, haruslah amanah, jujur,
terbuka, menerapkan prinsip kehati-hatian, profesional, dan berorientasi
pelanggan. Hal ini berarti bahwa korporat syariah harus dapat menerapkan
sistem pengendalian intern yang optimal dalam rangka memenuhi
kewajibannya kepada manusia dan Tuhan. Korporat syariah juga berarti
perusahaan memandang karyawan sebagai manusia yang memaliki harkat dan
martabat yang tinggi. Mereka dipandang scbagai mitra yang harus dikelola
dengan penuh rahmat. Selain itu, korporat syariah juga berarti peduli pada

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.
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2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya
hubungan antara agent (manajemen) dan principal (pemilik) (agent-principal
relationship). Principal dalam hal mi memberikan kewenangan penuh pada
agent untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi
alas wewenang ini, maka agent harus mempertanggung-jawabkan aktivitasnya
terhadap principal.

Dan perkembangan ilmu manajemen dan teknologi informasi
khususnya decision science dapat dilihat bahwa bahan dalam proses
pengambilan keputusan ekonom tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan
informasi kuantitatif atau inforrniasi finansial yang di-suppiy oleh akuntansi.
Bahkan dalam hal tertentu unsur nonfinansial data lebih penting dalam
melahirkan kepotusan yang tepat {decision usefullness). Oleh karena itu, orarng
tidak lagi hanya berharap pada akuntansi apalagi perkembangan Cybemetic,
Expert System, Information Technology (I1T), Artificial Intelectual (Al), dan
lain sebagainya {Loudon dan Loudon, 2006). Keadaan ini mengarahkan
akuntansi lebih baik pada bidang accountability.

Apa yang harus dilengkapi akuntan sehingga menekankan fungsinya
pada accountability. Beberapa penulis telah mencoba memberikan langkah
berikutnya untuk meningkatkan peran accountability. Misalnya Gray et.al
(1988,1991), Patton (1992) dalam Harahap (1997). Accountability bukan
hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal tetapi

lebih luas dari itu harus mampu meningkatkan tanggung jawab kepada
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masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Bukan hanya itu tetapi

perusahaan harus bertanggung jawab pada kepentingan karyawan, lingkungan,

sistem yang mendukung kebenaran, kebaikan, etika, penegakan hukum,

menciptakan lingkungan kasih sayang, ketaatan pada peraturan, loyalitas pada

keadilan, dan sebagainya. Pendapat mi sejalan dengan pendapat

Parker (1994) memberikan beberapa petunjuk peningkatan

accountability itu sebagai benikut:

1. Mengintegrasikan antara data kevangan dan nonkeuangan.

2. Penilaian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan nonkeuangan dengan
membandingkannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Memperluas ruang lingkup tanggung jawab mencakup masyarakat/
lingkungan.

4. Laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan
pemerintah dan standar akuntansi.

Sehingga laporan akuntan akan menampung tuntutan seperti:

1. Peraturan kita diperketat sehingga kebijaksanaan manajemen dalam metode
pengukuran dan pelaporan lebih sedikit.

2. Informasi akuntansi harus menyinggung kemungkinan adanya mariipulasi
manajemen.

3. Informasi akuntansi didesak agar dapat memenuhi harapan dan pemahaman
masyarakat.

4. Informasi akuntansi harus menyajikan istilah teknis dan istilah awam yang

dipahami masyarakat.
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, penetapan mekanisme
pemeriksaan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa
apa yang telah dilakukan oleh agent benar-benar dapat dipercaya dan dapat
dipertanggung-jawabkan. Di samping ifu, juga untuk memastikan bahwa
pengeloiaan lembaga keuangan syariah dilakukan secara profesional.
Pengeolaan yang profesional ini pada gilirannya, akan mempunyai dampak
yang positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan
syariah. Seperti telah dikatakan di atas bahwa akuntabilitas sebetulnya timbul
sebagai konsekuensi logis dan wewenang yang diperoleh ageni dan prihcipal.
Dalam organisasi bisnis, manajemen sebagai agent harus bertanggung-jawab
terhadap principal, yaitu: pemegang saham atau pemilik perusahaan Gray,
Owen, dan Maunders dalam Triyawono (2000) mendefimsikan akuntabilitas
sebagai, principal melepaskan kontrol atas sumberdaya kepada agent,
memberikan instruksi atau ekspektasi tentang penggunaan sumberdaya.
Kemudian agenr bertanggung-jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian
pertanggung-jawaban atas aktivitas tersebut.

Agent-principal relationship dalarn penelitian ini (yaitu: dalam konteks
lembaga keuangan syaniah) lebih luas dibanding dengan pengertian di atas.
Keluasan itu terletak pada pengertian principal, atau, siapa sebetulnya principal
dan organisasi lembaga keuangan syariah ini. Dalam pengertian yang umum
seperti di atas, prncipal adalah para pemegang saham (stockholders).
Sedangkan principal dalam konteks lembaga kenangan syariah terdiri dari: (1)

para pemilik saham, investor, penabung, (2) lembaga zakat dan regulator, dan
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(3) Tuhan. Ini berarti bahwa manajemen (agent) harus bertanggung-jawab atas
penggunaan sumberdaya kepada ketiga pihak tersebut di atas.

Seperti yang telah diuraikan dalam subbab sisiem pengendalian intern,
bahwa Bank Indonesia selaku regulator menciptakan sistem untuk
rneningkatkan kualitas pengawasan terhadap perbankan syariah, kebijakan
pengawasan perbankan syariah diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian
dan pengembangan sistem informasi, dan peningkatan pengawasan terhadap
implementasi prinsip syariah. Oleh karena itu bank syariah mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan semua transaksi bisnisnya sesuai dengan aturan
dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah menurut Muhammad (2002:
100) antara lain:

1. larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi

2. memalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada
kewajaran dan keuntungan yang halal

3. mengeluarkan zakat dan hasil kegiatannya

4. larangan menjalankan monopoli

5. bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis
dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam

Oleh karepa itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah
telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki
institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan
syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah

merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional
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(DSN) pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang figih
muamalah, dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan.
Pemahaman mengenai sistem pengendalian intern serta akuntabilitas
pada bisnis syariah berikut landasan syariah (berupa Al Qur’an dan Al Hadits),
maka pembahasan berikut akan menetapkan proposisi berdasarkan praktik seria
teori yang ada. Praktik di sini adalah bahwa pengawasan internal pada
perbankkan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah serta auditor
internal. Kedua bagian ini yang menjalankan operasional pengawasan internal

teori yang menyebutkan tentang peranan Dewan Pengawas Syariah serta

auditor internal.

2.5 Proposisi

Terdapat dua konsep yang mendasani pelaksanaan pengawasan syariah
secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas
secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep shari’a review
yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan
pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep infernal shari’a
review dalam bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam bank
syariah untuk meniiai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip
syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan mengenai pengawasan internal syariah dalam bank syariah

tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah
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merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk
menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah
terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah
ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi
pengawasan dalam bank syariah yaitu dewan pengawas syariah melalui
shari’ah review, dan internal audit relalui internal shari’a review.

Shari’a review merupakan pengujian kepatuhan syariah secara
menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah, sehingga dewan pengawas syariah
harus memiliki akses yang lengkap dan bebas atas semua dokumen transaksi
dan semua informasi yang berasal dari berbagai sumber baik itu saran dari para
ahli maupun dari karyawan bank itu sendiri.

Tujuan dari shari'a review adalah untuk memastikan bahwa aktivitas
yang dilakukan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
dan aturan syariah yang telah difatwakan dan diatur oleh dewan syanah (GSIF1
dalam Suprayogi, 2006), sehingga dengan dilakukan shari’a review diharapkan
semua aktivitas dan produk bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan aturan
dan prinsip syariah yang telah ditetapkan dan diatur dewan pengawas syariah.

Adapun internal shari’a review merupakan fungsi intermediary antara
dewan pengawas syariah dengan pihak manajemen yang melakukan segala
aktivitasnya berdasarkan petunjuk, fatwa, dan perintzh dart dewan pengawas
syariah dan manajemen. Oleh karena itu, infernal shari’a review adalah fungsi

pengawasan internal syariah untuk menilai dan menguji kepatuhan pihak
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manajemen secara menyeluruh terbadap aturan dan prinsip-prinsip yariah,
fatwa, petunjuk dan perintah yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syariah.

Tujuan utama dari infernal shari'a review adalah untuk memastikan
bahwa manajemen dari bank syariah melaksanakan tanggung jawabnya untuk
melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah ditetapkan oleh
dewan pengawas syariah (GSIFI dalam Suprayogi, 2006). Infernal shari’a
review akan melakukan pengujian dap evaluasi kepatuhan secara menyeluruh
atas manajemen bank syariah terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dan aturan
syariah, fatwa, arahan, dan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh dewan
pengawas syariah.

Fungsi internal shari'a review dilaksanakan oleh departemen internal
audit atau internal control yang memiliki kualifikasi dan independensi yang
layak. Adapun ruang lingkup tugasnya adalah pengujian dan penilaian terhadap
kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intemal syariah dan bertanggung

jawab atas kualitas pekerjaan yang telah menjadi tugasnya.

2.5.1 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki
persamaan, terutama dalam sisi teknis penenmaan uang, mekanisme transfer,
teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh
pembiyayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, ‘dan
sebagainya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha

yang dibiayai, dan lingkungan kerja,
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Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah
terdapat perhedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah
pihak tidak. menyelesaikannya. di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya
sesuai tata cara dan hukurn materi syariah (Antonio, 2001).

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarikan prinsip
syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah
Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Di Indonesia, anggota DPS
digjukan oleh manajemen bank syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh
persetujuan Bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional setelah mendapat persetwjuan dar1 Bank Indonesia. Jumiah anggota
DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PB1/2004 adalah minimal
dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Sedangkan berdasarkan
AAOIF]I dalam GSIF No. 1 keanggotaan DPS minimal 3 orang

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat
Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin eiektivitas dari
setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu,
biasanya penetapan anggotia Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pangawas Syariah itu
mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah
mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan

ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karema transaksi-transaksi yang berlaku
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dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Oleh
karena itu diperlukan suatu pedoman yang mengaturnya. Panduan ini disusun
oleh Dewan Syariah Nasional,

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pemyataan secara berkala
(biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan
ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan {(agnnual
report) bank bersangkutan. Oleh karena itu, meskipun dewan pengawas syariah
secara umum berkedudukan di pusat, namun aktivitas pengawasan transaksi
harian maupun operasional bank, maka dewan pengawas ini berkoordinasi
dengan departemen internal audit.

Tugas lain Dewan Penpawas Syariah adalah meneliti dan membuat
rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan
Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaning pertama sebelum suatu produk

diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

2.5.2 Dewan Syariah Nasional (DSN)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kurun waktu
beberapa tahun terakhir ini perkembangan bank syariah di Indonesia
berkembang denagan pesat (SWA, 2006). Sejalan dengan berkernbangnya
lernbaga keuangan syariah di Indonesia berkembang pulalah jumlah Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga
tersebut. Dengan perkembangan ini, merupakan suatu hal yang patut disyukuri,

namun juga harus diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya
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kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal
ini tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu,
MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keisiaman di Indonesia,
menganggap pelu dibentuknya snatu dewan syaniah yang bersifat nasional dan
membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk di dalamnya bank-bank
syariah. Lembaga dikenal dengan Dewan Syaniah Nasional atau DSN

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan
hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang
sama (Antonio, 2001). Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah
Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sechari-hari Dewan Syaniah Nasional
dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretanis
serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini
bukam hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain
seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan
pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuai pedoman produk
syariah yang diambil dan sumber-sumber hukum Islam. Pedoman ini menjadi
dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syanah pada lembaga-lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produkuya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
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Produk-produk baru tersebut harus diajukan oieh manajemen setelah
direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang
bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi
para ularna yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu
lembaga kevangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran
kepada lembaga kevangan syaniah jika lembaga yang bersangkutan
menyimpang dan garis panduan yang telah ditetapkam Hal ini dilakukan jika
Dewan Syariah Nasional telah menerirna laporan dari Dewan Pengawas
Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran
yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas
yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemmen Keuangan, untuk
memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh
tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah,

Dengan demikian, pembahasan mengenai aktivitas dewan pengawas
syariah yang telah dijelaskan pada subbab im dapat dirumuskan dalam
proposisi pertama berikut ini;

Propeosisi 1:

Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang serta

tanggungjawab atas jalannya operasional bank sehari-hari agar

selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
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2.5.3 Internal Audit

Kegiatan bank mempunyai risiko tinggi karena berurusan dengan uang
dalam jumlah yang sangat besar sechingga dapat menimbulkan niat orang-
orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan Jika
kekhawatiran itu terjadi tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh
karena itu, dalam melaksanakan kontroinya, perlu diciptakan suatu sistem
kontrol yang berlapis-lapis (multilayer audit systern). Bank syariah dalam
malaksanakan fungsi auditnya dilandasi oleh lapisan audit yang terdiri atas
hal-hal bertkut:
1. Pengendalian Diri Sendiri (Self Control)

Pengendalian atas diri sendiri (self conmfrol) merupakan lapisan
pertama dan utama dalam din setiap karyawan bank syariah sehingga peran
bagian sumber daya insani dalam memilih karyawan yang tepat merupakan
syarat mutlak adanya peran lapisan kontrol yang pertarna ini secara
optimal.

Di samping itu, setiap sumber daya insani harus meyakini dan
mengimani bahwa semua perbuatnnya selalu direkam secara cermat (audit
trail) oleh Allah SWT dan malaikat, sehingga pada waktunya, perbuatan itu
pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Sejumlah nash dalam Al-

Qur’an menyatakan hal itu.
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a. Q.8; Qaaf, 50: 16-18
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“Dan sungguh Kami telah menciptakan rnanusia dan mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat daripada
urat lehernya, (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal
perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di
sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada
di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”.

b. Q.S; Al An’am, 6:59 ’ _
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”....dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan
tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya,
dan tidak jatub sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak
sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfu.zh)”.

¢. Q.S; Yaasin, 36:12
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“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan bekas-bekas yang
mereka tinggalkan. Dan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam
Kitab Induk yang nyata (Lauhul Mahfuzh)”.

d. Q. S; Al- Bagarah, 2:255
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7Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,

Yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus (rmakhluk-Nya;

tidak rnengantuk tidak tidur.......”

Ketiga ayat tersebut menyeru kepada manusia agar takut kepada
Allah SWT, karena segala aktivitas di muka bumi, baik itu telah dilakukan
maupun belum dilakukan (keinginan dalam hati) akan dimintai
pertanggungjawaban pada akhir waktu. Hal ini mengindikasikan perlunya
pengawasan diri sendiri dalam setiap aktivitas, terutama aktivitas
perdagangan yang sangat dekat dengan keinginan guna berbuat mungkar.

Oleh karena itu, pengendalian dalam diri sendiri merupakan portal
utama dalam aktivitas bisnis. Hal ini dapat dipahami, sebab bagaimanapun
kokohnya suatu sistem pengendalian internal, namun hal ini tidak akan ada

artinya apabila ada kolusi.

Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern ... Nurul Hasanah U. Dewi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

44

2. Pengendalian Menyatu (Built-in Control)

Selain self control, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari
tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam
sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap
karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur
tersebut (Built-in Control).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian
menyatu yang baik adalah adanya dual conirol, dual custodian, maker

checker approval, limitation, segregation of duties, verifikasi, dan lain-lain.

3. Auditor Internal
Untuk dapat menyakinkan bahwa telah ada pengendalian diri dan
pengendalian menyatu yang memadai, perlu adanya suatu ukuran dan
penilaian dari pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut (independen).
Selain itu, manajemen juga harus mempunyai kemampuan dalam
menganalisis efektifitas  fungsi-fungsi kontrol yang ada melalui suatu

auditor yang dibuat berlapis-lapis.

4. Auditor Eksternal
Auditor eksternal memberikan masukan kepada manajemen bank
mengenai kondisi bank yang bersangkutan. Dari audit eksternal diharapkan

adanya suatu penilaian yang sangat netral terhadap objek-objek yang
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diperiksa. Audit eksternal yang melakukan pemeriksaaan antara lain Bank
Indonesia, akuntan publik, maupun pihak lainnya.
Pemaparan mengenai aktivitas infernal audit dalam subbab ini, maka
proposisi kedua yang dapat dirumuskan adalah;
Proposisi 2:
Auditor internal mempunyai wewenang serfa tanggungjawab
untuk mengawasi operasional bank sehari-hari dalam penilaian

dan pengujian atas kepatuhan syariah serta manajemen bank
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BAB 11

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

3.1.1 Tingkatan Akuntabilitas

Pola pemikiran yang mendasari tingkatan akuntabilitas pada lembaga

kevangan syariah adalah:
Gambar 3.1

TINGKATAN AKUNTABILITAS

Regulator, Lembaga Zakat

pemilik saham, investor lain,
depositor, penabung dan
pemegang giro, partner bank

Manajemen

Sumber: Tingkatan Akuntabilitas (Trivuwono& Roekhudin, 2000) - sumber diclah

Pemahaman akuntabilitas diatas diadopsi dari penelitian pada sebuah

lembaga zakat oleh Triyuwono dan Roekhuddin (2000) dengan disesnaikan

46
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pada akuntabilitas bank syanah. Karena, AAOIFI (Accounting, Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions) merupakan lembaga resmi yang
khusus membahas masalah standar akuntansi dan auditing untuk Bank Islam
yang menyiratkan perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional.

Konsep akuntansi dalam bank Islam menurut AAOIF] berbeda dengan
lembaga bank konvensional biasa disebabkan beberapa hal, yaitu:

(1) bank Islam bharus mematuhi prinsip syariah dalarn transaksi dan
operasionalnya

(2) fungsi bank Islam berbeda sekali dengan bank konvensional

(3) hubungan antara bank Islam dengan langganan dan pihak yang
berhubungan dengannya berbeda sekali dengan hubungan di bank biasa.
Misalnya dalam berbagai produk seperti musyarakah, mudharabah.

Sedangkan para pemakai laporan bank Islam ini adalah: (1) pemilik saham, (2)

investor lain, (3) depositor, (4) penabung dan pemegang giro, (5) partner bank,

(6) lembaga zakat, dan (7) lembaga regulator.

Selain mendasarkan pada pola pemikiran mengenai akuntabilitas pada
perbankan syariah, penelitian ini juga mencoba merumuskan pola pemikiran
pengendalian intern pada industri perbankan syariah. Sehingga pemahaman
mengenai akuntabilitas yang unik pada bisnis syariah apakah juga didukung

oleh praktik sistem pengendalian internalnya.
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3.1.2 Pola Pemikiran Pengendalian Intern
Untuk mendukung pola pemikiran akuntabilitas maka pola pemikiran
sistem pengendalian intern pada bank syariah adalah sebagai berikut:
Gambar 3.2

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

Dewan Syariah Nasional (DSN) Peraturan Bank Indonesia
————— berdasarkan prinsip syariah

h 4
Kebijakan Sistem Pengendalian

Intern Perusahanaan
r h
Dewan Pengawas Syariah (DPS) |~~~ | Internal Audit
r r
Proposisi 1 Proposisi 2

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank
konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, namun ada suatu
unsur yang mernbedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah
keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi
operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah
(Antonio, 2001).

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat

Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin eiektivitas dari
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setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu,
biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pangawas Svariah itu
mendapat rekomendasi dari Dewarn Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah berperan mengawasi jalannya operasional
bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini
karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika
dibanding bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang
mengaturnya. Panduan ini disusun oleh Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adaiah mengawasi produk-
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini
bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti
asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan
pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat pedoman produk
syariah yang diambil dan sumber-sumber hukum Islam. Pedoman ini menjadi
dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga
keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produkuya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi
fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
Produk-produk baru tersebut harus diajukan oieh manajemen setelah
dirckomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang

bersangkutan.
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Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi
para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu
lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran
kepada lembaga keuangan syaniah jika lembaga yang bersangkutan
menyimpang dan garis panduan yang telah ditetapkam Hal ini dilakukan jika
Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas
Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran
yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada oforitas
yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departernen Kenangan, untuk
memberikan sanksi agar perusahaan tersebutt tidak mengembangkan lebih jauh

tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah,
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BAB 1V

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa
konsep akuntabilitas pada lembaga syariah mempunyai pemahaman yang unik,
karena tidak hanya melibatkan hubungan horisontal namun juga transedental,
yaitu tidak hanya kepada manusia, namun juga melibatkan pertanggungjawaban
terhadap Tuhan Dimensi ini yang melandasi penulis untuk meneliti aktivitas
pengendalian internal yang terdapat dalam perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan pada perbankan yang menggunakan sistem syariah
untuk melihat praktik sistem pengendalian internal yang tidak hanya harus sesuai
dengan kebijakan manajemen, namun juga prnsip syariah. Hal ini dilakukan
karena ada indikasi dari penelitian-penelitian terdahulu serta fenomena yang
terjadi, bahwa pencantuman lebel syariah pada lembaga keuangan ataupun
lembaga zakat tidak menekankan sistem pengendalian intern yang ketat. Sistem
pengendalian ini, meskipun lemah, namun dianggap cukup efektif, karena
pencantuman lebel syariah mengindikasikan adanya jaminan akuntabilitas tidak
hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Sehingga hal ini menimbulkan
dampak bahwa pencantuman Jabel syariah menjamin setiap personil akan menjaga
amanah dengan baik, sehingga timbul adanya unsur saling percaya antara agent

(pihak penerima amanah) dan principal (pihak pemberi amanah).
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Pembahasan ini menarik untuk diangkat, karena dalam industri perbankan
memiliki sistem yang telah mapan dan lebih kompleks serta sumber daya insani
yang lebih baik daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (yaitu
penelitian yang terdapat pada lembaga zakat dan bank perkreditan rakyat syariah,
BPRS). Asumsi tersebut dibuat, dikarenakan proses rekruitmen yang ada di bank
syariah relatif lebih baik daripada kedua penelitian sebelumnya, yaitu selain diuji
tentang keahlian juga diuji tentang pemahaman agama. Selain itu, sistem yang ada
di perbankan syariah dipandang lebih baik dan kompleks daripada pada lembaga
zakat dan BPRS, baik dari sistem komputerisasi maupun sistem prosedur
operasional. Faktor-faktor tersebut dipilih karena dapat memberikan gambaran
tentang kompieksitas lingkungan pengawasan

Dengan demikian, jenis penelitian yang dipilih dalam pembahasan ini
merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan single case study yang
subyeknya adalah sebuah lembaga keuangan syariah berupa bank syariah.
Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini karena peneliti dalam
posisi tidak dapat mengontrol obyek penelitian serta pengawasan dalam bank
syariah merupakan suatu fenomena kontemporer (yang sedang berjalan saat ini).
Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan metode yang
dikembangkan oleh Yin (2000).

Metode penelitian pada penelitian ini pada dasarnya meliputi teknik
pengambilan data dan formulasi konsep praktis. Oleh karena itu dalam penelitian
ini memerlukan interaksi antara peneliti dengan obyek penelitian yang bersifat

interaktif untuk memahami realitas obyek. Data primer dalam penelitian ini pada
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dasarnya berupa data kualitatif, yaitu kenyataan sosial organisasi (misalnya,
model manajemen, cara operasi, sistem pengendalian intern, sistem informasi
akuntansi, dan lain-lainnya) yang ada pada iembaga keuangan syarah. Alasan
digunakannya pendekatan ini adalah agar peneliti dapat memahami secara
mendalam makna yang terkandung dalam kenyataan-kenyataan sosial yang
tercipta dalam organisasi lembaga keuangan syariah dan “proses” bagaimana
kenyataan-kenyataan sosial organisasi tadi diciptakan.

Pendekatan dalam studi ini menghendaki adanya kedekatan jarak antara
obyek studi (yaitu, organisasi yang menjadi obyek studi dan individu-individu
yang terlibat langsung dalam operasi organisasi tersebut) dengan peneliti. Karena
pendekatan ini mengklaim bahwa kenyataan sosial organisasi pada dasarnya
adalah relatif dan hanya bisa dimengerti oleh subyek yang secara langsung terlibat
dalam aktivitas, dan masuk ke dalam kerangka referensi yang sedang berlangsung
di mana kenyataan sosial-organisasi tadi sedang dipelajari. Pemahaman yang
sangat mendalam akan kenyataan sosial organisasi sangat penting mengingat
bahwa pemahaman ini merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung
(firsthand knowledge) dan dunia nyata (the real world) yang nantinya akan
menjadi “bahan baku” dalam merumuskan konsep-konsep praktis.

Konsep-konsep praktis dideskripsikan dengan cara mengkombinasikan
temuan atau pemahaman atas kenyataan sosial-organisasi yang bersifat empiris
tadi dengan konsep (teoritis) sistem pengendalian intern dan akuntabilitas serta
konsep-konsep lainnya yang terkait. Penjodohan pola atau matching concepts ini

sesuai dengan salah satu alat analisa yang diungkapkan oleh Yin (2000).
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4.2 Unit Analisis
Dari pemaparan diatas, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah
sebagat berikut:
1. Praktik sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan
2. Praktik sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh internal audit
dalam melakukan pengawasan
Dengan penentuan unit analisis diatas, yang berdasarkan perumusan
proposisi, maka penelitian ini akan lebih difokuskan pada kedua aktivitas tersebut,
sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai, yaitu memperoleh gambaran
menyeluruh tentang sistem dan mekanisme kerja antara DPS serta internal audit
yang melakukan pengawasan kepada manajemen bank syariah atas kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam setiap aktivitas operasional dan

produk serta jasa bank syariah.

4.3 Sumber dan Jenis Data
Setelah menentukan unit analisis yang akan diteliti, maka selanjutnya
adalah menentukan sumber dan jenis data yang akan dikumpulkan. Pada unit
analisia pertama, jenis data yang dikumpulkan anara lain:
a. aturan atau garis-garis besar syariah pada aktivitas bank syariah yang harus
dilaksanakan oleh manajemen bank syariah
b. standar akad yang meliputi manual dan prosedur-prosedur melakukan kontrak

dan transaksi sesuai dengan aturan dan prinsip syariah
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¢. fatwa-fatwa DPS terhadap kebijakan manajemen dan operasional serta produk
dan jasa bank syariah
d. dokumen pertemuan antara DPS dan manajemen bank syariah yang meliputi
jadwal dan hasil-hasil ketetapannya
e. dokumen pertemuan koordinasi dan konsultasi antara DPS dan departemen
internal audit meliputi jadwal, rnateri pertemuan, serta hasil-hasil ketetapan
yang harus dilaksanakan
f. dokumen prosedur manual dan mekanisme pelaksanaan shari’a review
g. dokumen laporan hasil pelaksanaan shari’a review cleh DPS
Data tersebut di atas akan diperoleh dengan rnetode dokumentasi dan
ditunjang dengan melakukan wawancara serta observasi. Wawancara dan
observasi akan dilaksanakan jika dokurnen yang dperlukan tidak tersedia.
Wawancara akan dilakukan kepada ketua dewan pengawas syariah (DPS) dan
bank syariah. Sedangkan observasi akan dilakukan kepada aktivitas DPS dalam
melakukan shari’a review untuk menilai dan menguji terpenuhinya aspek-aspek
syariah oleh manajemen.
Pada unit analisis kedua, jenis data yang dikumpulkan antara lain:
a. pedoman dan alat pengawasan kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan
oleh departemen internal audit

b. dokumen prosedur pelaksanaan dan pelaporan internal shari ‘a review

¢. dokumen jadwal perternuan dan materi pertemuan antara departemen internal

audit dengan DPS
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d. dokumen pedoman dan standar kepatuhan syariah yang harus dilaksanakan
oleh manajemen bank syariah
Data tersebut di atas akan dipercleh dengan metode dokumentasi dan
wawancara serta observasi khususnya tentang pelaksanaan internal shari‘a review
oleh departemen internal audit sebagai salah satu aktivitas dalam pengawasan
internal syariah. Wawancara akan dilakukan terhadap kepala departemen internal
audit atau pihak yang diberikan wewenang dan hak untuk melakaukan internal

shari’a review.

4.4 Pertanyaan Protokol

Pertanyaan protokol disusun untuk meningkatkan reliabilitas penelitian
selain digunakannya data dasar penelitian (Yin. 2000:82). Pertanyaan protokol
tersebut antara lain:

1. Bagaimana setiap personil dalam mengintepretasi pemahaman akuntabilitas
dalam kaitan dengan mekanisme pengendalian internal?

2. Bagaimana dewan pengawas syanah dalam memberikan arahan, petunjuk,
dan perintah-perintah kepada manajemen bank syanah untuk melaksanakan
aturan dan prinsip-prinsip syariah?

3. Bagaimana penetapan standar dan mekaisme pengawasan internal syariah?

4. Bagaimana dewan pengawas syariah memberikan pedoman dan garis-garis
besar pelaksanaan penilaian dan pengujian kepatuhan syariah?

5. Bagaimana perumusan dan penetapan indikator-indikator kepatuhan syariah

yang harus dilaksanakan oeh manajemen bank syariah?
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Bagaimana internal anditor menyusun sistem dan prosedur operasional bank
syariah?

Bagaimana mekanisme pengawasan syariah anara dewan pengawas syariah
dan departernen internal audit?

Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pelaporan internal audit syariah yang
dilaksanakan oleh bank syariah?

Bagaimana dewan pengawasan syariah memberikan opini syariah?
Bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh DPS dan internal audit jika
menemukan penyimpangan syariah?

Dari pertanyaan protokol yang telah disusun, maka sumber data yang

mendukung penelitian ini antara lain:

1.

2.

Pimpinan Cabang Bank “X” Syariah

Internal Auditor (Branch Quality Assurance- BQA)
Standar Akad dan Transaksi -

Pedoman dan Standar Pengawasan Syariah

Standar dan Prosedur Internal Syariah Audit
Laporan opini syariah

Dengan mengetahui sumber data yang dapat dijadikan acuan dalam

penelitian ini, maka strategy penelitian yang bisa dirumuskan adalah:

Periksa dokumen pedoman dan standar pengawasan syariah yang harus

dilaksanakan oleh bank syariah
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2. Periksa semua standar akad dan trausaksi yang berupa fatwa-fatwa dan aturan-
aturan serta prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DPS maupun
Dewan Syariah Nasional

3. Dapatkan dokumen standar kepatuhan syariah dan indikator-indikator yang
ditetapkan oleh DPS yang harus dilaksanakan oleh manajemen banksyariah

4. Gambarkan bagairmana bank syariah dalam menyusun dan menetapkan
kebijakan-kebijakan serta standar dalam memberikan araban dan pengawasan
terhadap implementasi standar dan pedoman operasi yang sesuai dengan
prinsip dan aturan syariah

5. Gambarkan bagamiana dewan pengawas syariah dalam memberikan nasehat
dan arahan serta petuniuk kepada manajemen bank syariah terhadap operasi

dan produk sertajasa bank syariah.

4.5 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dipilih berdasarkan tujuan peneltian dan pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta pertimbangan teknis peneliti
baik waktu, biaya, tenaga, dan akses bagi peneltii untuk melakukan penelitian.
Peneliti memilih satu bank syariah sebagai obyek penelitian. Bank syariah yang
dipilih menipakan salah satu bank syariah yang memiliki pengawasan internal
syariah yang baik, dan rnempunyai beberapa kantor cabang. Kedua faktor tersebut
digunakan dasar pemilihan obyek penelitian karena kedua faktor tersebut akan
memberikan gambaran pengawasan intemnal syariah yang mendekati kondisi ideal

dan memberikan gambaran tentang kompleksitas lingkungan pengawasan.
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Sehingga obyek penelitian yang dipilih dapat memberikan gambaran yang
menyeluruh dan mendalam tentang pengawasan internal syariah dalam bank

syariah di Indonesia.

4.6 Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini melalui suatu proses yang harus ditempuh oleh
peneliti dalam memulainya. Proses penelitian ini dilakukan dengan melalui tiga
tahapan yaitu: tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis
data (Moleong, 2004: 127). Pentahapan ini dipilih penulis karena dipandang
bahwa proses ini praktis dan mudah dipahami. Tahap pralapangan, merupakan
tahapan yang dilakukan mulai dari proses penentuan tempat penelitian sampai
dengan pengurusan perijinan penelitian.

Sedangkan pada tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data, terdapat
tiga langkah yang dilakukan. Tahap tersebut antara lain: tahap eksplorasi
menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi. Ketiga tahap ini
tidak berjalan secara terpisah, artinya bahwa jika tahap pertama, kedua, ataupun
ketiga telah berjalan, tidak tertutup kemungkinan tahapan tersebut akan terulang
atau dilakukan bersamaan.

Tahap eksplorasi menyeluruh, peneliti akan mengadakan pengamatan dan
mengajukan pertanyaan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum, garis
besar tentang pengawasan internal syariah yang dilaksanakan di bank syariah
yang diteliti. Pada tahap ekplorasi terfokus, penelitian dilakukan secara terinci

untuk mendapatkan gambara yang mendalam tentang unit analisis yang diteliti
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yaitu fokus pada proposisi yang telah ditentukan dalam penelitian. Tahap
konfirrmasi merupakan tahapan untuk memperoleh kredibilitas penelitian yang

dilakukan selama penelitian.

4.7 Analisis Data

Pada penelitian ini, analisa data dilakukan sejak awal penelitian sampai
dengan penelitian berakhir. Sehingga, analisa yang dilakukan mulai dari tahap
eksplorasi menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi. Data
yang didapat, dikasifikasi berdasarkan jenis data, catatan-catatan, hasil wawancara
dan hasil observasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam matrix, selanjuinya
dilakukan trianggulasi dengan membandingkan data berdasarkan topik yang sama
tetapr dengan hasil wawancara dan observasi yang berbeda waktunya. Schingga
akan diperoleh keyakinan akan konsistensi dan keabsahan data.

Berdasarkan matriks analisa data tersebut, maka dibuat kesimpuian yang
disajikan secara naratif dan dirangka) menjadi paparan yang sistematis dan mudah

dipahami, serta mendapatkan gambaran yang utuh atas jawaban rumusan masalah.
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BAB YV

HASIL DAN ANALISIS DATA

5.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian sebuah bank syariah yang
merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional. Pertimbangan jenis bank
syariah dipilih menjadi obyek penelitian ini adalah:

a. Bank “X” Syanah merupakan unit usaha syariah dari Bank konvensional
yang merupakan bank umum berskala nasional dan besrstatus BUMN.
Sehingga, Bank X merupakan bank yang terpercaya dalam mengelola
sektor perbankan

b. Bank “X” Syariah telah memiliki banyak cabang hampir diseluruh wilayah
Indonesia. Dengan kondisi ini, maka sistem perbankan dalam Bank “X”
Syariah telah mapan dan stabil, sehingga sasaran penelitian ini dapat
terpenuhi, yaitu memiliki sistem yang kompleks (karena berskala besar)
daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Triyuwono dan
Roekhuddin (2000), dan Suprayogi (2006} yang obyek penelitannya
berupa lembaga zakat dan Bank Perkreditan Syariah (BPRS).

¢. Bank “X” Syariah merupakan bank syariah yang pernah memperoleh
penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Bank syariah
yang mengimplementasikan syariah terbaik. Dengan alasan ini,' maka

peneliti menganggap bahwa tingkat kepatuhan syariah Bank “X” Syariah
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telah lebih baik dari bank-bank sejenis. Sehingga, apakah dengan

implementasi syariah yang baik juga ditunjang oleh sistem pengendalian

yang baik pula atau sebaliknya, karena tingkat kepatuhan syariah yang

baik, maka sistem pengendaliannya lebih longgar.

Setelah penentuan  kriteria obyek penelitian melalui  beberapa
pertimbangan, maka langkah berikutnya adalah memulai proses penelitian. Proses

pelaksanaan penelitian diungkapkan dalam sub bab berikut ini.

5.2 Proses Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini melalui suatu proses yang harus ditempuh oleh
peneliti dalam memulainya. Proses penelitian ini dilakukan dengan melalw tiga
tahapan yaitu: tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis
data (Moleong, 2004: 127). Pentahapan iu dipilih penulis karena dipandang
bahwa proses ini praktis dan mudah dipahami. Tahap pralapangan, merupakan
tahapan yang dilakukan mulai dari proses penentuan tempat penelitian sampai
dengan pengurusan perjinan penelitian. Sedangkan pada tahap pekerjaan
lapangan dan tahap analisis data, seperti yang telah disebutkan pada Bab IV
tentang langkah-langkah penelitian, terdapat tiga langkah yang dilakukan, yaitu
antara lain:

- ¢eksplorasi menyeluruh
peneliti akan mengadakan pengamatan dan mengajukan pertanyaan unluk

memperelen gambaran yang bersifat umum, garis besar tentang
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pengawasan internal syariah yang dilaksanakan di bank syariah yang
diteliti
- eksplorasi terfokus
penelitian dilakukan secara terinci untuk mendapatkan gambara yang
mendalam tentang unit analisis yang diteliti yaitu fokus pada proposisi
yang telah ditentukan dalam penelitian
- konfirmasi
merupakan tahapan untuk memperoleh kredibilitas penelitian yang
dilakukan selama penelitian
Ketiga strategi ini tidak berjalan secara terpisah, artinya bahwa jika strategi
pertama, kedua, ataupun ketiga telah berjalan, tidak tertutup kemungkinan strategi
tersebut akan terulang atau dilakukan bersamaan.

Pada tahapan yang pertama yakni tahap pralapangan dapat digambarkan
sebagai berikut:

a. Awalnya, penulis mulai mencari bank syariah yang ada di Indonesia.
Setelah itu mulai mengklasifikasi bank syariah yang merupakan murni
bank syariah, serta yang masuk katagori bank syariah yang merupakan unit
usaha syanah dari bank konvensional. Pengkasifikasian ini dilakukan
karena penulis memandang bahwa agar tujuan dari penelitian ini dapat
tercapai, yang salah satunya apakah sistem pengendalian intern telah
cukup stabil, serta kompleksitas yang dihadapi oleh sistem, yang dapat
dilihat dari jumlah cabang serta lamanya unit syariah ataupun bank syariah

1ni beroperasi.
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Adapun data yang telah berhasi diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) tentang bank syariah yang beroperasi saat ini adalah (lihat
lampiran).

b. Langkah berikutnya adalah melakukan perijinan pada bank syariah yang
dipilih yaitu Bank “X> Syariah yang merupakan unit syariah dari sebuah
bank konvensional berskala BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Awalnya peneliti mendatangi Bank “X” Syariah yang ada di daerah
Jembatan Merah Surabaya atas rekomendasi dari Bank X Cabang Utama
di Surabaya (Bank konvensional, yang merupakan induk dari Bank
Syariah). Namun, setelah berkoordinasi dengan pihak manajemen Bank
Syariah Jembatan Merah, maka penulis mengalihkan pada Bank Syariah
Cabang Utama Surabaya yang terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya. Hal
ini dikarenakan Bank Syariah Jembatan Merah hanya merupakan cabang
pembantu, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian ini tidak maksimal.

c.. Proses perijinan pada Bank “X” Syariah sedikit mengalami hambatan. Hal
ini dikarenakan, bahwa meskipun Bank “X” Syariah merupakan cabang
utama, namun perijinan tetap harus dilakukan pada kantor pusat Bank “X”
konvensional di Jakarta. Oleh karena itu, penulis mengajukan perijinan ke
kantor pusat seperti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.
Konsekuensinya adalah proses perijinan akan menjadi lama karena kantor
pusat Bank *X™ konvensional akan berkoordinasi dengan departeman unit
usaha syariah (yang dalam Bank “X” konvensional dikenal sebagai

Departemen Usaha Kecil dan Menengah serta Unit Usaha Syariah).
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d. Setelah menunggu selama satu setengah bulan, maka penulis diijinkan
untuk melakukan penelitian pada Bank “X” Syariah Cabang Utama
Surabaya. Perusahaan memberikan kesempatan pada setiap hari kerja bagi
peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.

e. Kepada informan, peneliti menjelaskan tentang masalah yang menjadi
fokus penelitian yaitu dalam rangka meneliti tentang bagaimana aktivitas
sistem pengendalian intern serta bagaimana pengawasan yang dilakukan
oleh dewan pengawas syariah serta intemal kontrol agar sistem
pengendalian intern dapat berjalan baik dari segi kepatuhan terhadap
syariah maupun kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan manajemen.
Untuk tyuan tersebut, maka baik auditor interna! dan audifee dapat
membantu memberikan informasi.

f. Bersamaan dengan proses wawancara peneliti melakukan observasi
terthadap dokumen-dokumen yang digunakan oleh informan dalam
pelaksanaan tugas. Dalam proses wawancara maupun proses dokumentasi,
peneliti mengalami beberapa hambatan. Salah satunya adalah, bahwa
pihak manajemen menganggap semua dokumen-dokumen merupakan
dokumen yang menyangkut kerahasiaan perusahaan, sehingga hanya
beberapa yang sempat diperlihatkan pada peneliti.

Adapun dokumen yang diperlihatkan pada peneliti adalah sebagai berikut:
1. Struktur organisasi perusahaan
2. Buku Pedoman Perusahaan (BPP), buku ini berisi semua aturan-

aturan yang harus dijalankan oleh setiap personil Bank syariah (sama
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dengan manual operating procedure atau standard operational
procedure — SOP). Selain itu buku ini juga mencakup job description
masing-masing personil mulai dari pimpinan cabang sampai dengan
satpam beserta pertanggungjawaban masing-masing personil.
3.  Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan oleh Majelis
Ulama Indonesia dan Bank Indonesia
g. Untuk mengatasi berbagai kekurangan informasi, maka peneliti mencoba
menggali informasi dari berbagai website baik yang diterbitkan oleh Bank
“X” konvensional, maupun bank-bank umum syariah latn. Selain itu

peneliti mencoba mencari informasi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

5.3 Hasil Penelitian

Setelah selesai dilakukannya tahapan pertama, maka penelitian memasuki
tahapan kedua yakni tahap pekerjaan lapangan. Pada tahapan ini penelitian mulai
ditangani secara rinci untuk mendapatkan kedalaman tentang objek yang akan
diteliti. Agar diperoleh gambaran yang menyeluruh, pertanyaan dan diskusi yang
dilakukan berpedoman pada struktur pertanyaan yang telah ditetapkan. Penelitian
dalam hal ini dilakukan dengan wawancara langsung (depth inferview). Metode
ini peneliti lakukan karena jika penelitian dilakukan dengan metode depih
interview, maka akan diperoleh informasi yang lebih banyak dan lebih mendalam
mengenai topik penelitian karena informasi yang diperoleh akan lebih lengkap
dan mendalam dan suasana akan tercipta lebih santai. Hal ini menyebabkan

responden akan lebih terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan
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oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti mengambil inisiatif untuk melakukan depth
interview.

Sebelum menganalisis hasil wawancara serta analisis dokumen-dokumen
dan kondisi di lapangan, maka dua sub bab berikut merupakan gambaran Bank
“X Syariah secara menyeluruh, berupa karakteristik Bank “X” Syariah serta
struktur organisasi Bank “X” Syariah. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui
secara jelas mengenai obyek yang akan diteliti sehingga dapat menunjang tujuan
penelitian. Namun, seperti telah dipaparkan pada sub bab mengenai tahapan
pralapangan yang antara lain menggambarkan kesulitan data yang diperoleh,
maka gambaran Bank “X” Syariah berikut merupakan hasil dokumentasi darn
beberapa sumber, yaitu dan pengamatan dokumen Bank “X” Syariah, dari website
Bank “X” konvensional, sumber Majelis Ulama Indonesia, serta beberapa berita,

baik yang termuat dalam surat kabar, majalah maupun internet.

5.3.1 Hasil Dokumentasi
5.3.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Bank “X” Syariah merupakan unit bisnis strategis Bank “X” konvensional,
yaitu Bank BUMN yang memiliki perbankan syariah yang merupakan salah satu
pelopor dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Sesuai dengan UU No.
10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan
syariah, Bank “X” konvensional membuka layanan perbankan yang sesuai prinsip

syariah dengan konsep dual system banking.
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Bank “X” Syariah berhasil mendapat berbagai penghargaan dari beberapa
institusi sebagai berikut:

1. Tabun 2003 Bank “X” Syariah mendapat penghargaan sebagai The Most
Profitable Islamic Bank yang diberikan oleh Karim Business Consulting &
Majalah Modal

2.  Tahun 2004 Bank “X” Syariah kembali mendapat penghargaan sebagai The
Most Profitable Islamic Bank vyang diberikan oleh Karim Business
Consulting & Majalah PPM

3. Tahun 2004 Bank “X” Syariah mendapat penghargaan The Most Efficient,
The Biggest Market Share, The Widest Market Area Coverage

4. Tahun 2004 Bank “X” Syariah juga mendapat penghargaan dari Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sebagai Bank Terbaik dalam Implementasi
Syariah

5. Tahun 2005 meraih penphargaan kembali sebagai The Most! Profitable
Islamic Bank yang dipersembahkan oleh International Islamic Banking
World-Singapore

Penghargaan-penghargaan yang diperoleh tersebut tidak terlepas dari
upaya Bank “X” Syariah dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Inovasi

produk dan layanan terus dilakukan mengikuti perkembangan bisnis Bank “X”

(Bank Konvensional, Bank induk) secara keseluruhan. Inovasi-inovasi produk dan

layanan yang dilakukan Bank X konvensional juga dinikmati nasabah Bank

“X” Syariah.
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Menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBL/2006 tanggal 30
Januan 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah dan Pembukaan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah oleh Bank Umum Konvensional, Bank “X” konvensiona! secara resmi
membuka layanan syariah di segenap kantor cabang konvensional, yang dikenal
dengan Bank “X” Syariah Channeling Outlet. Melalui implementasi program
Bank “X” Syariah Channeling Ouwuilet ini, nasabah dapat membuka rekening
Tabungan Syariah plus, Giro Syariah, Deposito Syariah dan Tabungan Haji
Syariah serta melakukan transaksi perbankan syariah di Kantor Cabang Bank X
konvensional.

$aat ini, Bank “X” Syariah telah memiliki 23 kantor cabang dan 30 kantor
cabang pembantu. Jaringan outlet Bank “X” Syariah tersebut di luar jaringan
syariah channeling outle di 136 cabang Bank “X” konvensional yang dibuka
w@jak April 2006 lalu.. Dengan menerapkan dual banking system, nasabah Bank
“X" Syariah juga dapat menikmati layanan muliti channel melalui jaringan dan
infrastruktur yang dimiliki Bank “X” konvensional di seluruh pelosok Indonesia.
Selain bertransaksi di outlet cabang Bank “X” Syariah, nasabah juga bisa
melakukan transaksi di cabang Bank “X” konvensional seluruh Indonesia, serta
jaringan elektronik di 2.300 ATM, ATM jaringan Cirrus dan Maestro, serta
phonebanking. Bank “X” Syariah terus menunjukkan kinerjanya sebagai pemain
utama di industri perbankan syariah dan menjadi unit syariah terbesar di

Indonesia.
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Diawali pada 29 April 2000, Bank “X” konvensional membuka lima
kantor cabang syariah (Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan
Banjarmasin). Kemudian tahun 2001 Bank “X” konvensional kembali membuka
lima kantor cabang lagi yang difokuskan di kota-kota besar Indonesia yakni di
Jakarta, Bandung, Makassar, dan Padang. Seiring dengan dengan perkembangan
bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah
tahun 2002 kembali membuka dua cabang di Medan dan Palembang.

Produk dana Bank “X” Syariah menyediakan beragam produk yang
inovatif dengan investasi yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.
Produk yang ditawarkan di Bank “X” Syariah antara lain Giro Wadiah, Tabungan
Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan THI Mudharabah. Giro Wadiah
merupakan simpanan dana dalam bentuk giro dengan prinsip wadiah yad
dhamanah untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. Tabungan Mudharabah
adalah simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip Mudharabah Muthalagqah
yang dapat disetor dan diambil kapan saja on-fine di selunth cabang Bank “X
konvensional.

Dalam kesempatan peringatan Milad ke-5 Bank “X” Syariah di Jakarta,
Direktur Komersial Bank “X” konvensional, mengatakan bahwa Bank “X”
konvensional memiliki komitmen mengembangkan bisnis Bank “X” Syariah
karena unit ini memiliki kontribusi yang tidak kecil bagi Bank “X” konvensional
sesuai visinya, yaitu menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan
kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah. Menghadapi

persaingan di industri perbankan, Bank “X” Syariah dikembangkan secara terus
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menerus dengan kualitas layanan sebagaimana bank yang moderen. Bank “X”
Syariah juga melakukan perkembangan dan inovasi dalam produk dan jasa, serta

penyediaan sistem Teknologi Informasi dan Sumber Daya Insani yang handal.

5.3.1.2 Struktur Organisasi

Untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai Bank “X”
Syariah, maka struktur organisasi berikut merupakan struktur organisasi Bank “X”
konvensional, serta struktur organisasi Bank “X” Syariah (lihat lampiran).

Dengan memahami struktur organisasi tersebut, maka teriihat bahwa Bank
“X” Syariah merupakan unit usaha syariah yang masuk dalam organisasi induk
Bank “X” konvensional. Hal ini dijelaskan pula dalam Buku Pedoman Perusahaan
(BPP) Bank “X” Syariah Surabaya bahwa semua diskripsi tugas dan tanggung
jawab diatur oleh management pusat bank X konvensional, sehingga baik manual
procedure maupun sistem komputerisasi (misal, otorisasi, validasi, dan lain-lain)
sama dengan standar Bank “X” konvensional.

Dengan memahami struktur organisasi, baik Bank “X” konvensional
maupun Bank “X” Syariah dihubungkan dengan sistem pengendalian internainya,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semua sistem perbankan dan sistem pengendalian internal Bank “X” Syariah
mengacu pada sistem Bank “X” konvensional, sebab Bank “X” Syariah
merupakan unit usaha syariah dari Bank “X” konvensional.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank “X” Syariah menetapkan aturan serta

standar yang bersumber dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
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Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan koordinasi Divisi Syariah Bank
Indonesia selaku regulator perbankan nasional.

3. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank “X” Syariah berkedudukan
di pusat, sehingga untuk menjaga kepatuhan syariah pada masing-masing
cabang Bank “X” Syariah ditugaskan pada divisi kepatuhan dengan
menempatkan satu personil BQA (Branch Quality Assurance).

4. Dengan demikian, untuk memeriksa kepatuhan atas kebijakan manajemen
serta kepatuhan terhadap aturan syariah di kantor cabang Bank “X” Syariah
dilakukan oleh personil BQA.

5. Pedoman yang digunakan oleh BQA dalam melakukan pemeriksaan adaiah
program-program yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan, baik pemeriksaan
tentang kepatuhan pada kebijakan manajemen serta kepatuhan terhadap aspek
syariah berdasarkan fatwa DSN MUI-BI. Program pemeriksaan dilakukan
secara berkala dan insidentil.

6. Selain sistem pengawasan yang dilakukan oleh BQA, pengawasan pada Bank
“X” Syaniah juga dilakukan secara berjenjang, yang terdapat pada masing
masing bagian, misalnya untuk bagian Keuangan dan Administrasi Umum,
hasil pekerjaan dari staf, setiap harinya harus dilakukan pemeriksaan oleh
asisten penyelia, dari asisten penyelia dilakukan pemeriksaan oleh penyelia,
dan yang terakhir pelaporan secara berkala dilakuan dari penyelia pada

pimpinan. Hal yang sama juga dilakukan oleh bagian-bagian lain.
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5.3.1.3 Pedoman Perusahaan
Pada Bank “X” Syariah, ada berbagar pedoman vang digunakan dalam
kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya semua pedoman yang digunakan
sama dengan pedoman yang dilakukan oleh bank induk, yaitu Bank “X”
konvensional, terutama untuk standar-standar umum, yang sebagian besar
tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang merupakan manual
procedure dalam kegiatan operasional bank. Hal yang spesifik yang hanya ada
dalam Bank “X” Syariah adalah adanya pedoman berupa fatwa-fatwa yang
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional yang diterbitkan bersama antara Majelis
Ulama Indonesia dan Bank Indonesia serta adanya surat edaran dari dewan
pengawas syariah yang berupa pemberitahuan ataupun teguran-teguran mengenai
pelaksanaan operasional bank yang berhubungan dengan kepatuhan syariah.
Secara garis besar, beberapa pedoman dalam pelaksanaan operasional
Bank “X” Syariah adalah sebagai berikut:
1. Buku Pedoman Perusahaan (BPP)
2. Fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Naasional yang diterbitkan oleh Majelis
Ulama Indonesia dan Bank Indonesia
3. Surat edaran dari dewan pengawas syariah

4. Peraturan-peraturan perbankan yang diterbitkan oleh Bank Inonesia

5.3.2 Hasil Observasi
Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa sistem serta aturan yang

diterapkan oleh Bank “X” Syariah mengacu pada bank induk yaitu Bank “X”
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konvensional, sehingga segala aturan dan kebijakan pada dasarnya sama dengan
yang diterapkan oleh bank induk. Namun oleh karena bank syariah merupakan
unit usaha dari bank induk konvensional yang baru dikembangkan pada tahun
2000an, maka proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Hal ini disadari,
karena bank induk konvensional telah beroperasi selama puluhan tahun,
sedangkan bank syariah baru berjalan kurang dari sepuluh tahun. Seperti yang
diungkapkan oleh Agung (2006), bahwa jika sistem itu ditentukan juga oleh
waktu dari sebuah sistem. Dalam artian sistem itu sangat tergantung dari umur
juga, kemudian sistem itu akan menjadi seatle apabila ia mengalami ujian-ujian
dari waktu ke waktu, sehingga membentuk suatu yang lebih stabil. Jika sistem
konvensional adalah suatn sistem yang telah dibangun selama ratusan tahun,
apalagi di bagian negara lain, namun syariah suatu sistem yang baru dalam
konteks muamalah ekonomiah, dan Indonesia punya kiblat yang kemudian tidak
serta merta dapat mengakomodir, apa yang dilakukan negara lain yang telah
menerapkan sistem perekonomian syariah, sehingga perlu dilakukan sinergi serta
ada proses penerapan mana yang sesuai dengan kultur serta kebijakan yang ada di
Indonesia.

Oleh karena itu, observasi yang dilakukan adalah melihat kegiatan
operasional bank yang ada kaitannya dengan sistem pengendalian intern yang ada
di Bank “X” syariah serta Bank “X” konvensional. Hal tersebut dapat dijelaskan
sebagal berikut, bahwa Bank “X” konvensional berupaya menerapkan standar
tertinggi tala kelola perusahaan sesuai praktek internasional yang terbaik.

Pencrapan kebijakan maupun prosedur tata kelola perusahaan di Bank “X”
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konvensional dilakukan sesuai pedoman dan rekomendasi yang diterbitkan oleh
Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance, serta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku, Pada tahun 2004, Dewan Komisaris dan Direksi Bank “X”
konvensional telah menyetujui beberapa penyempurnaan pada Buku Panduan Tata
Kelola Perusahaan serta Code of Conduct disesuaikan dengan visi dan misi Bank
“X” konvensional yang baru. Perbaikan tersebut juga telah mencakup ketentuan
terbaru mengenai tata kelola perusahaan untuk perbankan di Indonesia
sebagaimana dikeluarkan oleh Komite Nasional mengenai Kebijakan Tata Kelola
Perusahaan pada bulan Januari 2004,

Sejak tahun 2001, Bank “X” konvensional telah memiliki Buku Panduan
Tata Kelola Perusahaan yang menjabarkan prinsip dasar tata kelola perusahaan
sesuai praktek internasional terbaik. Secara garis besar, prinsip-prinsip tersebut
mencakup nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran,
disiplin (etika kerja), independensi dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip
tersebut merupakan dasar pijakan bagi perumusan seluruh kebijakan dan prosedur
di lingkungan Bank “X” konvensional. Prinsip-prinsip tersebut juga mengatur
proses pengelolaan dan pengawasan Perseroan serta pemisahan tugas, wewenang
dan tanggung jawab dari Komisarns, Direksi dan Pemegang Saham. Disamping
Buku Panduan Tata Kelola Perusahaan, Bank “X” konvensional juga memiliki
Code of Conduct yang menjabarkan sikap dan perilaku yang dituntut dari dan
berlaku bagi seluruh karyawan Bank “X” konvensional. Setiap karyawan Bank

“X” konvensional membaca dan menandatangani Pedoman Perilaku tersebut,
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yang berfungsi sebagai salah satu alat manajemen dalam menerapkan dan
memantau praktek tata kelola perusahaan yang baik di setiap jenjang organisasi.
Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara bertahap bank X
syariah akan menerapkan atas seluruh kebijakan yang telah dilakukan oleh bank
induk. Oleh karena itu proses otorisasi serta validasi yang merupakan dasar
kegiatan operasional perbankan dalam aktivitas pengawasan sama seperfi bank

induk, baik proses manual maupun proses komputerisasi.

5.3.3 Hasil Wawancara Secara Mendalam (In depth Interview)

Proses wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan protocol yang telah
disusun. Pembahasan hasil wawancara pada sub bab ini disajikan dengan
melakukan pengelompokan berdasarkan pada rumusan masalah yang diuraikan
dalam proposisi penelitian. IHal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah serta
mudah dipahami. Adapun pembahasan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pemahaman akan akuntabilitas perbankan syariah terhadap mekanisme
pengawasan internal

2. Mekanaisme sistem pengendalian intenal dalam melihat tingkat kepatuhan
syanah Bank “X” Syariah Surabaya

3. Prosedur pelaksanaan internal auditor menyusun sistem dan prosedur

operasional bank syariah
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Secara lebih lengkap dibahas berikut ini:
1. Pemahaman akan akuntabilitas perbankan syariah terhadap mekanisme
pengawasan intemal
BQA:

Memang, tanggung jawab Kita memang berat karena membawa lebet
syariah, yang artinya kita tidak hanya bertanggung jawab padamanusia
serta aturan yang dibuat manusia, namun juga pada Allah SWT.
Namun hal ini, bukan berarti saya sebagai BQA akan melemah
terhadap tugas saya dalam menjalankan mekanisme pengawasan
internal. Saya pikir, karena bank X syariah, aturanya ikut bank induk,
maka karena bank induk sistem pengawasannya telah bagus dan
berjalan stabil, maka kami juga menjalankannya sesuai standar bank
induk.

Pimpinan Cabang:

Sistem kita memang ikut bank induk, sechingga standar kepatuhan
terhadap kebijakan dan aturan sama juga diterapkan di sini. Kebetulan
saya telah 25 tahun memegang bank induk konvensional, sehingga
saya tahu persis apa yang terjadi di bank konvensional yang coba saya
terapkan disini. Namun, apakah im faktor langsung ataupun tidak
langsung, yang membedakan, jika di bank syariah ini, ada suatu
budaya yang ftidak ada di bank induk konvensional, yaitu ada
kebiasaan berdoa bersama sebelum memulai aktivitas setiap harinya.
Sehingga saya memmpin bank ini juga, ada perasaan percaya, bahwa
rekan-rekan akan menjaga perilakunya, namun hal ini juga harus
ditunjang dengan suatu sistem pengawasan yang baik yang telah
diterapkan pula di bank induk.

Penyelia Administrasi, Keuangan dan Umum:

Bukan berarti jika kita punya lebel syariah, maka sistem pengawasan
kita lemah karena kita percaya bahwa semua orang takut terhadap
Allah. Saya kira sama saja, di syariah maupun di konvensional,
kebetulan saya dulu juga di bank induk konvensional, Kemungkinan
adanya kecyrangan tetap harus diwaspadai, jadi tetap saja SPI nya
harus kuat.
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Wawancara tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman
akuntabilitas bisnis syariah dalam kaitannya dengan mekanisme pengendalian
internal. Dan dari hasil wawancara dapat disimputkan sebagai berikut:

* Pemahaman yang unik atas akuntabilits perbankan syariah dilandasi oleh
kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan tidak
hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Dengan adanya pemahaman
imi, maka mekanisme pengawasan internal perbankan syariah harus sama
dengan perbankan konvensional, karena dengan sistem yang kompleks
membutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif pula untuk
menghindari adanya tindakan kejahatan. Sehingga sistem pengendalian ini
dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang salah satu diantaranya
adalah menjaga aset perusahaan serta agar operasional perusahaan berjalan

efisien

2. Mekanaisme sistem pengendalian intenal dalam melihat tingkat kepatuhan
syariah Bank “X” Syariah Surabaya.

Untuk melihat mekanaisme sistem pengendalian intenal Bank “X” Syariah
Surabaya diajukan berbagai pertanyaan, yang antara lain bagaimana Dewan
Pengawas Syariah memberikan arahan serta petunjuknya, dan bagaimana
dalam melihat apakah tingkat kepatuhan personil dalam koridor syariah.
Pertanyaan ini diajukan pada BQA, pimpinan cabang, serta salah satu
responden dari bagian Administrasi dan Umum.

BQA:
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Yahh... pada dasamya sistem di Bank “X” Syariah ini mengikuti
sistem yang telah berjalan dengan stabil pada Bank “X”
konvensional, sehingga kita disini hanya tinggal menjalankan saja.
Semua aturan itu ada dan tertuang dengan detail pada Buku Pedoman
Pelaksanaan (BPP), eeemmm... saudara mungkin bisa melihat pada
bagian Administrasi dan Umum. Selain itu jika saudara melihat
struktur organisasi Bank “X” Syariah Surabaya, anda bisa lihat
bahwa struktur organisasi disini mengacu pada Bank “X”
konvensional. Emmm..... jika ditanyakan bagaimana Dewan
Pengawas Syariah memberikan petunjuk serta arahan, maka
pedoman kami adalah aturan yang telah ditetapkan DPS dengan
mengacu pada fatwa-fatwa dari DSN serta tidak terlepas dari aturan
Bank Indonesia.

Nabh.... dalam pemeriksaan apakah teman-teman pada bagian-bagian
atau departemen telah melaksanakan ketentuan yang ada, kami sudah
punya program-program pemeriksaan, baik yang dilakukan secara
berkala, maksudnya bisa harian, bulanan, atau tiap smester, tapi kami
juga punya program insidentil, dan...perlu diingat bahwa kami disini
sifatnya independen, dan pelaporan kami tidak pada pimpinan
cabang Bank “X” Syariah, namun pada pusat. Dan jika ditanya
sejauh mana toleransi yang diberikan jika ada penyimpangan baik
penyimpangan aturan manajemen maupun penyimpangan aturan
syariah. Maka terus terang bahwa kami disini tidak mengenal adanya
toleransi, jika ada bagian, atau divisi ataupun personil yang
melakukan penyimpangan, maka aturannya adalah, kami harus
melaporkan apa adanya.

Pimpinan Cabang Bank “X" Syariah Utama Surabaya:

Begini....pada dasamya jika untuk urusan kepatuhan syariah, maka
kita berusaha untuk selalu patuh terhadap aturan yang telah
ditetapkan olelhk DPS berdasarkan fatwa-fatwa dari DSN serta BI.
Aturan-aturan mereka kan ... sudah melalui svatu ijtihad, jadi kita
memang menjalankan saja. Sehingga jika kita ingin mengajukan
suatu inovasi produk, kita lihat aturannya sudah ada belum, jika
belum kita ajukan pada DPS, dari situ kita bisa tahu kita dapat
menjalankan atau tidak. Semua aturan itu sudah terdapat pada
manual procedure, yang dalam bahasa kita disebut...mmm... Buku
Pedoman Pelaksanaan. Disitu aturannya sudah rinci dan tertuang
dengan jelas. )
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Penyelia Administrasi, Keuangan dan Umum:
Memang... pada Bank “X” Syariah itu menganut sistem dari Bank
“X” konvensional, misal sistem otorisasi sesuai dengan aturan Bank
“X” konvensional. Dan untuk aturan dari dewan pengawas syariah,
biasanya jika ada teguran kita diberi edaran. Dan teguran itu
diberikan pada semua cabang Bank “X” Syariah. Biasanya teguran
tersebut, jika ada salah satu bank melaksanakan produk yang
menurnt DPS belum ada aturanya, dan belum ditetapkan, maka
edaran teguran tersebut tidak hanya pada cabang yang bersangkutan,
namun semua cabang Bank “X” Syariah

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa:

a. Sistem pengendalin internal pada Bank “X” Syariah mengacu pada bank
konvensional Bank “X”.

b. Pengawasan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dilakukan oleh
masing-masing bagian yang pertanggungjawabanya pada pimpinan
cabang, serta BQA yang perianggungjawabannya pada divisi kepatuhan.

¢. Aturan-aturan yang ditetapkan oieh Dewan Pengawas Syariah yang
berkedudukan di pusat mengacu pada fatwa-falwa Dewan Syariah
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diterbitkan bersama

atas koordinasi Bank Indonesia.

3. Prosedur pclaksanaan intemal auditor menyusun sistem dan prosedur
operasional bank syariah
BQA:
Pada dasamya aturan yang kita gunakan sama dengan aturan yang
digunakan Bank “X” konvensional. Jadi seperti kita tahu aturan Bank

“X” konvensioanal sudah cukup stabil, terutama aturan operasionalnya,
jadi kita tinggal melaksanakannya karena aturannya sudah baku dan
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mengenai produk saja. Dan untuk mencegah adanya overlap aturan baik
aturan perusahaan maupun aturan syarah, diantisipasi bahwa semua
aturan tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan itu tadi.

Pimpinan Cabang:

Memang aturan syariah di Indonesia masih sebatas pada ...mmm.. bahwa
Kepatuhan atas aturan syariah, adalah bahwa produk-produk yang kita
tawarkan pada masyarakat telah sesuai dengan aturan syanah, jadi
misalnya pembiayaan untuk usaha hotel, karena belum ada aturannya
dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, maka kita juga belum
berani melakukannya. Karena memang jika ada rapat-rapt di dewan
syariah di kantor pusat, maka aturan syarnah kita lebih ketat dan negara
lain yang punya perbankan syariah seperti Malaisya dan negara lain.
Karena mahdzab yang digunakan disana, misalnya satu produk dianggap
halal, namin di Indonesia masih jadi perdebatan. Untuk itu kita memang
jika mau mengadakan pembiayaan atau inovast produk vang belum ada
aturanya kita ajukan pada dewan syariah untuk dilakukan pengkajian,
tentunya sesuai dengan aturan bank Indonesia, apakan produk tersebut
juga sesuai dengan kebijakan perbankan pemenntah selaku regulator.
Namun memang aturan syariah hanya sebatas produk, tapi tidak pada
bagaimana aturan manajemen, misalkan jika ada nasabah yang
membandel bayar, jika di konvensional kita bisa pakai cara-cara yang
keras dalam memaksa, namun kalau konvensional, kita repot, masak
bank syariah tidak punya cara yang lslami, paling aturanya adalah.
dalam penyelesaian sengketa kita harus bawa pada pengadilan agama.
Hanya sebatas itu, aturan yang lebih tegas dan konkrit tidak ada. Yah...
mungkin karena sistem syariah ini masih bar jadi memang masih perlu
banyak perbaikan seiring dengan perkembangan perbankan dewasa ini.
Namun memang spirit syaniah ini yang harus terus kita bangun. Karena
sistem konvensional saja, yang sudah puluhan tahun masih harus terus
dibenahi, apalagi sistem syariah.

Penyelia Administrasi, Keuangan, dan Umum:

Karena kita memakai sistem dart konvensional.maka karyawan yang
memegang jabatan penyelia keatas memang diambilkan dari karyawan
dan Bank “X” konvensional. Ini mungkin supaya kita bisa lebih mudah
mentransfer budaya perusahaan, aturan perusahaan dan lain-lain. Namun
untuk masuk dalam bisnis syariah, sebelumnya kita diberi pembekalan
atau pelatihan mengenai syariah. Namun, jika untuk level staf, kita
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biasanya sudah merekrut baru yang benar-benar rekrutan untuk bank
syanabh.
Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa:
a. Makna kepatuhan syariah adalah pada kesesuaian atas produk, yaitu harus
sesuai dengan syariah Islam
b. Dalam Bank “X” Syariah yang mengacu pada sistem Bank “X” konvensional,
maka karyawan penyelia keatas adalah berasal dari Bank “X” konvensional,
namun telah diber1 pelatihan tentang konsepsi serta praktik manajemen bank

syariah

5.4 Analisis Data

Sepert: telah diungkapkan sebelumnya pada bab IV bahwa analisa data
dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan penelitian berakhir. Data yang
didapat, dikasifikasi berdasarkan jenis data, catatan—catatan, hasil wawancara dan
hasil observasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam matrix, selanjutnya
dilakukan trianggulasi dengan membandingkan data berdasarkan topik yang sama
tetapi dengan hasil wawancara dan observasi yang berbeda waktunya. Sehingga
akan diperoleh keyakinan akan konsistensi dan keabsahan data.

Berdasarkan matriks analisa data tersebut, maka dibuat kesimpulan yang
disajikan secara naratif dan dirangkai menjadi paparan yang sistematis dan mudah
dipahami, serta mendapatkan gambaran yang utuh atas jawaban rumusan masalah.
Pemaparan hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang kemudian

tertuang dalam proposisi yag telah disusun sebelumnya.
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Tabel 1
Analisis Hasil Penelitian
Uraian Sumber Data Hasil Penelitan
(melalui reduksi, penyederhansan,
dan peringkasan data)
Pemahaman akuntabilitas | Wawancara @ Pemahaman yang unik atas
daiam mekanisme akuntabilits perbankan syariah
pengawasan internal dilandasi oleh kesadaran bahwa

pertanggungjawaban seluruh
aktivitas perbankan tidak hanya
pada mapusia namun juga pada
Tuhan.
e Hal ini telah disadari oleh setiap
personif, namun mereka tetap
menyadari bahwa selalu saja ada
kemungkinan manusia untuk
berbuat kecurangan, sama dengan
bisnis konvensional

Dengan adanya pemahaman ini,
r maka mekanisme pengawasan
internal perbankan syariah harus
sama dengan perbankan
konvensional, karena dengan
sistem yang kompleks
membutubhkan  suatu  sistem
pengawasan yang efektif pula
untuk  menghindan adanya
tindakan kejahatan.  Sehingga
sistem pengendalian ini dapat
menjalankan fungsinya dengan
baik, yang salah satu diantaranya
adalah menjaga aset perusahaan
serta agar operasional perusahaan
berjalan efisien
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Dewan Pengawas Syariah
mempunyai wewenang
serta tanggungjawab atas
jalannya operasional bank
sehari-hari  agar selalu
sesuai dengan ketentuan-
ketentuan syariah

Dokumentasi e
Observasi
Wawancara

o

Aturan-aturan yang ditetapkan
oleh Dewan Pengawas Syariah
yang berkedudukan di pusat
mengacu pada fatwa-fatwa Dewan
Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia  (DSN-MUI)  yang
diterbitkan bersama atas
koordinasi Bank Indonesia.

Makna kepatuhan syariah adalah
pada kesesuaian atas produk, yaitu
harus sesuai dengan syariah Islam
Surat edaran vang diterbitkan oleh
dewan pengawas syariah,
berdasarkan temuan, hasil diskusi,
maupun usulan dan bank X
syariah. Surat edaran ini bersifat
mengikat, dapat sebagai
peringatan  ataupun  anjuran.
Namun seperti diuraikan
sebelumnya, bahwa aturan yang
disosialisasikan  oleh  dewan
pengawas syariah sebatas pada
kesesuaian produk dengan syariah
islam. Hal ini dikarenakan DPS
juga tunduk pada aturan DSN dan
BI

Peraturan Bank Indonesia No.
Y/PBI/2007  tentang  Sistem
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum  Berdasarkan  Pnnsip
Syanah yang bagi Bank Indonesia,
tingkat kesehatan tersebut di masa
mendatang  digunakan  untuk
menentukan strategi pengawasan
bank yang tepat. Tingkat
kesahatan bank digunakan untuk
mengevaluasi kinerja bank dalam
menerapkan prinsip kchati-hatian,
kepatuhan tecrhadap  _prinsip
syariah, kepatuhan kepada
ketentuan yang berlaku, dan
manajemen resiko.
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fo Pencrapan ini, untuk kepatuhan
terhadap syariah, tetap didasarkan
pada kesesuain produk sesuai
dengan syariah. Karena DPS tetap
mengacu pada aturan DSN, yang

fatwanya masth seputar
pengawasan serta aturan terhadap
produk

Auditor internal | Dokumentas: » Sistem pengendalin internal pada
mempunyai wewenang | Observasi Bank “X™ Syariah mengacu pada
serta tanggungjawab untuk | Wawancara bank konvensional Bank “X”

mengawasi  operasional Pengawasan atas pelaksanaan
bank sechari-hari dalam T sistem  pengendalian  internal
penilaian dan pengujian dilakukan oleh masing-masing
atas kepatuhan syariah bagian yang
serta manajemen bank pertanggungjawabanya pada

pimpinan cabang, serta BQA
yang pertanggungjawabannya
pada divist kepatuhan

e Dalam Bank “X” Syariah yang
mengacu pada sistern Bank “X"
konvensional, maka karyawan
penyelia keatas adalah berasal
dari Bank *“X” konvensional,
namun telah diberi pelatihan
tentang konsepsi serta praktik
manajemen bank syariah. Hal ini
dimaksudkan agar budaya
organisasi serta sistem yang ada
di bank telah dipahami dengan
baik.
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BAB VI

PEMBAHASAN

Pada bab-bab sebelumnya menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan
pada perbankan yang menggunakan sistem syariah untuk melihat mekanisme
sistem pengendalian internal yang harus sesuai baik dengan prinsip syariah
maupun kebijakan manajemen. Hal ini dilakukan karena ada indikasi dari
penelitian-penelitian  terdahulu  serta fenomena yang terjadi, bahwa
pencantuman lebel syariah pada lembaga keuangan syariah ataupun lembaga
zakat tidak menekankan sistem pengendalian intern yang ketat. Sistem
pengendalian ini, meskipun lemah, namun dianggap cukup efektif, karena
pencantuman lebel syariah mengindikasikan adanya jaminan akuntabilitas
tidak hanya pada manusia pamun juga pada Tuhan. Sehingga, hal ini
menimbulkan dampak bahwa pencantuman label syariah menjamin setiap
personil akan menjaga amanah dengan baik, sehingga timbul adanya unsur
saling percaya antara agens (pihak penerima amanah) dan principal (pihak
pemberi amana'h).

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan berupa interpretasi data guna
dilakukan kesimpulan pada bab selanjutnya. Yin (2000) menjelaskan bahwa
intepretasi data bertujuan untuk memahami keterkaitan data yang telah
dianalisa dan diolah, berdasarkan theoretical framework, yang selanjut.lnya

digunakan untuk mengambil kesimpulan. Yin (2000) menjelaskan pula bahwa

86
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intepretasi data dapat dilakukan dalam berbagai cara, salah satu diantaranya
adalah matching concept.

Oleh karena itu, seperti telah disinggung pada pembahasan metodologi
penelitian, interpretasi data dilakukan dengan cara matching concept
(penjodohan pola). Hal ini dilakukan karena cara ini dianggap paling sesuai,
yaitu dengan membandingkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan
berupa hasil penelitian dengan teori yang ada atau dengan kata lain dengan
membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang
diprediksikan (atau dengan beberapa predikisi alternatif). Jika kedua pola ini
ada persamaan, hasilnya dapat mengnatkan validitas internal studi kasus yang
bersangkutan.

Hasil analisis data penelitian memperlihatkan beberapa fenomena yang
menjadi gejala umum dalam pemahaman akuntabilitas serta sistem
pengendalian internal dalam mekanisme pengendalian internal yang terjadi
pada Bank "X Syariah. Fenomena ini akan coba dibandingkan dengan
beberapa konsep teori yang telah ada, baik itu dari literatur maupun beberapa
penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Fenomena tersebut dapat
digambarka sebagai berikut:

1. Pemahaman yang unik atas akuntabilits perbankan syariah dilandasi
oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas perbankan
tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Dengan adanya

pemahaman ini, maka mekanisme pengawasan internal pada Bank X
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Syariah tetap ketat, baik kepatuhan terhadap kebijakan manajemen
maupun terhadap aturan-aturan syanah.

2. Bank ”X” Syariah merupakan unit bisnis dari Bank X" konvensional,
yang merupakan bank induk, schingga pelaksanaaan operasiqnal
perbankan menganut sistem induk bank konvensional, baik dalam
standar audit maupun standar otorisasi maupun validasi. Sehingga,
gambaran umum dalam proses pengendalian internal sama dengan bank
X konvensional yang telah terpercaya sebagai bank BUMN yang
memiliki sistem yang stabil. Sehingga, pada Bank X Syariah
pengawasan dilakukan secara berjenjang, misalkan untuk bagian
Keuangan dan Administrasi Umum, hasil pekerjaan dari staf, setiap
harinya harus dilakukan pemeriksaan oleh asisten penyelia, dan asisten
penyelia dilakukan pemenksaan oleh penyelia, dan yang terakhir
pelaporan secara berkala dilakuan dari penyelia pada pimpinan. Hal
yang sama juga diiakukan oleh bagian-bagian lain.

3. Selain pengawasan dilakukan secara berjenjang, pemeriksaan
kepatuhan juga dilakukan oleh BQA (Branch Quality Assurance), yang
bertindak sebagai auditor internal. BQA ini memiliki kompetensi serta
bersifat independen yang merupakan wakil dari pusat untuk melihat
kepatuhan dalam Bank "X Syariah Surabaya. BQA ini mempunyai
program kerja pemeriksaan kepatuhan baik secara berkala maupun

secara insidentil.
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Pertanggungjawaban BQA tidak pada pimpinan cabang, namun pada
divisi kepatuhan, yang bertanggungjawab pada direksi dan dewan
komisaris, seperti terlihat dalam struktur organisasi.

4. Hal yang menarik dari Bank X Syariah Surabaya adalah bahwa peran
BQA tidak hanya mengawasi kepatuhan pada kebijakan manajemen
saja, namun karena Bank X Syariah merupakan unit bisnis yang
berbasis syariah, maka BQA mempunyai kompetensi untuk memeriksa
kepatuhan syariah sesuai dengan mekanisme pengawasan dari Dewan
Pengawas Syariah. Standar serta pedoman kepatuhan syariah bersumber
pada kumpulan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah
Nasional (DSN — MUI) dan Bank Indonesia.

5. Tugas pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh BQA
dikarenakan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada bank-bank umum
yang melaksanakan kegiatan syariah hanya terdapat di pusat, schingga
BQA diben wewenang untuk melakukan pengawasan. Standar
pemeriksaan kepatuhan baik pada kebijakan manajemen maupun pada
kepatuhan syariah tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan (BPP)
yang merupakan manual procedure, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih antara aturan managemen maupun aturan syariah.

6. Makna kepatuhan syariah yang terdapat pada Bank X Syariah adalah
kepatuhan terhadap kesusuaian produk, yang artinya bahwa kepatuhan
terhadap syariah adalah Bank X Syariah menyelenggarakan produk

sesuai dengan aturan syariah, yaitu:
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e larangan mnenecrapkan bunga pada sernua bentuk dan jenis
transaksi

¢ menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada
kewajaran dan keuntungan yang halal

» mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya

+ larangan menjalankan monopoli

¢ bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas
bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Penjelasan fenomena-fenomena empiri yang terjadi pada Bank ”X”

Syariah Surabaya akan diuraikan sebagai berikut:

6.1 Pemahaman Akuntabilitas serta Sistem Pengendalian Intern Bank
Syariah

Pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Bank Syariah paragraf 12 dan 13 menyebutkan bahwa transaksi syariah
berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan
sebagai amanah (kepercayaan lllahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi
seluruh umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan hakiki secara material
dan spnritual (a/-falah). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat
manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat
syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahi’nya

aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu
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terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin
pasar (market discipline) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas
umat manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut
hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan
sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umumm dalam kegiatan
muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan
stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan
norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk
agar hubungan tersebut saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumya, bank syariah mempunyai
karakteristik berbeda dengan bank konvensional sehingga membutuhkan suatu
landasan undang-undang yang khusus yang ditetapkan oleh negara, dan konsep
pengaturan dan pengawasan yang unik dan khusus oleh Bank Indonesia, selaku
regulator perbankan di Indonesia. Pengawasan bank syariah memiliki keunikan
dengan adanya aspek syariah yang juga harus diawasi selain kegiatan
operasional. Pengawasan kevangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai
otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan
olech Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana ditetapkan dalam
penjelasan Pasal 6 huruf m UU No.10/1998 (Idat, 2005).

Perbankan Islam adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat
alternatif, sehingpa seharusnya ‘berbeda’ dari perbankan yang telah ada.

Perbedaan sistem tidak sekadar pemakaian istilah tapi juga perlakuan dan
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jaminan rasa aman terhadap pelanggan. Secara sederhana sebuah “sistem”
dapat dilacak melalni fungsinya. Sistem yang baik adalah jika ia dapat
menjamin keberlangsungan proses interaksi yang berkelanjutan antara input,
proses dan output yang dihasitkan (Amir, 2004). Dalam konteks sedemikian itu
salah satu tugas awal dari sebuah sistem keuangan adalah melancarkan
pemindahan dana dari suatu institusi/mereka yang kelebihan dana ke institusi
atau perusahaan yang memerlukannya atan sebaliknya. Perpindahaan dana jika
berjalan efektif dan efisien, barulah ia bermakna bagi umat dan penting bagi
perckonomian dan pada gilirannya juga untuk negara.

Oleh karena itu, pencantuman lebel syariah, pada hakekatnya
mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme
pengawasannyapun perlu untuk diperketat dalam rangka menjaga amanah. Hal
ini berlaku pada Bank "X" Syanah Surabaya, yang menckankan bentuk
pengawasan yang sama dengan Bank "X konvensional, selaku bank induk
dalam hal sistem pengendalian internnya, karena Bank "X Syariah merupakan
unit bisnis Bank X" konvensional yang harus tetap mengikuti standar
pengawasan yang telah ditetapkan oleh Bank ”X” konvensional. Namun, yang
membedakan adalah sistem pengendalian perbankan syariah harus mengikuti
pula pada aturan syariah.

Dengan sistem yang mengikuti standar pusat, maka berbagai program
pengawasan Bank X syanah juga menyesuaikan dengan program Bank X
konvensional. Salah satu contoh program terbaru adalah manajemen

melaksanakan Program Zere Fraud guna menumbuhkan praktek perbankan
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yang sechat dan bertanggung jawab, kesadaran akan risiko, serta pengawasan
melekat atas perilaku yang menyimpang. Melalu program ini, Bank X
konvensional memberi imbalan bagi unit kerja yang berhasil mencapai zero
Jfraud dalam operasinya, dan sebaliknya memberi sanksi kepada unit kerja yang

gagal mencegah fraud.

6.2 Mekanisme Kepatuhan Syariah

Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah
secara internal dalam bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas
secara horizontal dan transedental, yaitu pertama, adalah konsep shari’'a review
yang harus dilakukan oleh dewan pengawas syariah untuk melakukan
pengawasan kepatuhan syariah, dan yang kedua adalah konsep infernal shari'a
review dalam bank syariah sebagai salah satu fungst internal audit dalam bank
syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip
syariah yang telah ditentukan.

Penjelasan mengenai pengawasan internal syariah dalam bank syariah
tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa pengawasan internal syariah
merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara internal untuk
menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk bank syariah
terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syariah yang telah
ditetapkan. Sistem pengawasan internal syariah ditentukan oleh dua fungsi
pengawasan dalam bank syariah yaitu dewan pengawas syariah melalui

shari’ah review, dan internal audit melalui infernal shari’a review.
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Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa operasional bank syariah
telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki
institusi inteal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan
syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). Dewan pengawas syariah
merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional
(DSN) pada bank syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang figih
muamalah, dan memiliki pengetahuan vmum dalam bidang perbankan.

Pada dasamya, Islam memandang pentingnya peranan regulator dalam
mengawasi jalannya kehidupan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan
kaidah hukum Isiam (Islahi, 232:1997). Hal ini berdasarkan konsepsi ekonomi
Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tugas negara menurut Islam. Menurut Ibnu
Taimiyah, tak ada pembahasan mengenai peranan negara dalam kehidupan
ekonomi masyarakat dengan mengabaikan institusi, dengan sejumlah besar
kegiatan eckonomi bisa diawasi dan dikontrol. Juga, jika dibutuhkan bisa
dilakukan intervensi. Lembaga ini bernama al-hisbah.

Tujuan dari al-hisbah, seperti didefinisikan Ibnu Taimiyah, adalah
untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (a/ ma ruf) dan
mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (a/ munkar) di
dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya.
Pejabat yang bertanggung jawab atas lembaga hisbah disebut muhtasib. Di
masa Rasulullah SAW, lembaga hisbah sudah ada kendati istilah itu baru
digunakan pada periode kemudian dan tulisan mengenai subyek itu baru

muncul lebih akhir lagi.
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Kerja hisbah ada dua macam, yaitu:

a. Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebajikan dan
kewajiban oleh muhtasib dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis,
dalam pengurusannya.

b. Digambarkan sebagai praktik dan tehnik pengawasan secara detail.
Supervisi, secara prinsip dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajian
dan perdagangan, Tetapi, dalam buku-buku kemudian berkaitan pula
dengan kategorl tuntutan praktis-administratif atas profesi kontrol dan
memelihara kualitas serta standar produk.

Oleh karena itu, dalam konteks pengawasan internal syariah hisbah
merupakan sebuah mekanisme kontrol dalam perusahaan yang ditempatkan
dalam manajemen untuk memastikan dan mengawasi bahwa manajemen telah
bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syaniah, serta aturan-aturan
lain yang telah ditetapkan.

Tujuan dari keberadaan sistem hishah adalah untuk memastikan
kepatuban terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam dan para
pemegang kekuasaan yang lain dalam organisasi tersebut, dan posisi hisha
tersebut yang terbaik diperankan oleh internal sharia’a reviewer, internal
auditor, dan, external auditor. Hasil akhir atas pekerjaan internal shari’a
reviewer dan internal auditor dilaporkan pada manajemen, shuro, dan para
stakeholder bersama-sama dengan laporan external auditor. Laporan internal

shari'a review harus meyakinkan para pembaca laporan keuangan bahwa
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semua transaksi dan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan
berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan syariah.

Dengan demikian Bank Indonesia selaku regulator perbankan di
Indonesia harus menjalankan peran pengawasan dengan baik, Untuk perbankan
syariah Bank Indonesia dan Majekis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah
Nasional menetapkan fatwa-fatwa yang harus dipatuhi oleh pelaku lembaga
keuangan syariah. Koordinasi dan kerjasama yang baik yang selama ini telah
dikembangkan dengan otoritas fatwa (DSN-MUI) terus berjalan dalam upaya
sinkronisasi penerbitan fatwa yang mempertimbangkan pula aspek kehati-
hatian dan aplikabilitas fatwa dalam operasional bank syariah, dan sebaliknya
juga pemenuhan keselarasan dengan aspek kesyariahan dan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagai upaya meningkatkan pemenuhan aspek kehati-hatian dalam
kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Indonesia telah  menerbitkan
ketentuan kehati-hatian yang disesuaikan dengan karakteristik operasional
bank syariah dan dikembangkan kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis
resiko untuk bank syariah yang memenubh standard internasional.

Selain itu untuk mendorong perkembangan kelembagaan yang progresif
namun tetap berhati-hati telah dilakukan penyempurnaan peraturan tentang
Bank Umum Yang Meiaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
yang sebelumnya diatur dalamm PBI No.6/24/PB1/2004 dengan menerbitkan
PBI No.7/35/PBI/2005. Perubahan yang mendasar yang diatur antara lain

adalah penetapan modal disetor minimum bank umum syariah sebesar Rp 1
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triliun. Dalam periode laporan, juga diterbitkan PBI No.7/47/PB1/2005 tanggal
14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR Syariah dan
PBI No.7/50/PB1/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas PBI
No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dalam
rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan
menselaraskan laporan keuangan bank dengan standar akuntansi keuangan
syariah yang berlaku.

Pengembangan sumberdaya insani dibidang perbankan syariah, haik
disisi pengelola bank syariah, masyarakat luas dan pengawas Bank Indonesia
secara berkesinambungan terus dilaksanakan. Kepada pengawas bank syariah,
pelatihan difokuskan bagi pengawas dan berbagai daerah mengingat semakin
banyaknya bank syariah yang beroperasi di berbagai wilayah kerja Bank
Indoensia. Sedangkan uniuk para pelaku dan stakeholders lainnya dilakukan
pelatihan dalam bentuk pendalaman berbagai aspek perbankan dan keuangan
syariah, Sementara itu untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap
perbankan syariah, kebijakan pengawasan perbankan syariah selama tahun
tetap diarahkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dan pengembangan
sistem informasi, dan peningkatan pengawasan terhadap implementasi prinsip
syariah.

Kepatuhan terhadap syariah pada Bank "X Syariah bermakna bahwa
semua produk yang dihasilkan baik itu berupa tabungan maupun pembiayaan
harus selalu sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh dewan pengawas

syariah yang bersumber pada fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia. Hal ini
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dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh DPS selalu bersumber pada fatwa
DSN-MU], yang berupa aturan mengenai produk serta pemasaran saja.

Fatwa DSN yang digunakan sebagai acuan pengawasan syariah bersifat
global dan menekankan pada aspek fikih atas transaksi, sedangkan teknis
operasional bank secara detail belum terakomodasi dalam fatwa sehingga
menimbulkan variasi dalam penerapan fatwa akibat adanya perbedaan figih,
faktor efisiensi dan daya saing bank serta resiko (Bank Indonesia, 2006).

Oleh karena itu, pada awal tahun 2007 Bank Indonesia (BI)
menerbitkan peraturan baru tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan itu untuk memberikan
gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi bank syariah saat ini dan di masa
mendatang, karena menurut Deputi Bank Indonesia, tingkat kesahatan bank
digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-
hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan kepada ketentuan yang
berlaku, dan manajemen resiko. Bagi Bank Indonesia, tingkat kesehatan
tersebut di masa mendatang digunakan untuk menentukan strategi pengawasan
bank yang tepat. Namun, hal ini baru disosialisasikan pada bank-bank syariah
di Inonesia sampai dengan akhir 2007, dan baru akan dievaluasi pada tahun
2008.

Menyikapi peraturan Bank Indonesia terbaru tersebut, oleh karena
penclitian ini dilaksanakan pada awal 2007, maka peraturan ini belum
tersosialisasi pada Bank “X” Syariah Surabaya. Hal im1 dikarenakan,

penentuan konsep manajemen dalam rangka penyusunan rating yang akan
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diberlakukan oleh Bank Indonesia masih dibahas pada tingkat pusat, yaitu
Divisi Usaha Syariah Bank "X ™.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensip mengenai
peranan dewan pengawas syariah dalam menjalankan fungsinya mengawasi
kepatuhan syariah, berikut akan dipaparkan mengenai peranan dewan
pengawas syariah berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oieh Majelis Ulama

Indonesia sebagai berikut:

6.2.1 Fungsi DPS

Seperti telah diungkap sebelumnya bahwa pengawasan dari Bank "X”
Syariah dilakukan oleh BQA, selaku internal auditor dan dewan pengawas
syariah. Sehingga, fatwa dari MU! akan dijelaskan untuk memberi gambaran
yang lebih lengkap.

MUI dan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia
menetapkan bahwa DSN merupakan singkatan dari Dewan Syariah Nasional.
DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-
masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah
satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan
prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Melalui
Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip

syariah dalam sistem dan manajemen iembaga keuangan syariah (LKS).
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Struktur organisasi DSN terdiri dari Pengurus Pleno (56 Anggota) dan
Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Adapun keanggotaan DSN
diambil dari pengurus MUI, Komisi Fatwa MUL Ormas Islam, Perguruan
Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syariah yang
memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN yang
mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh Rapat Pleno DSN-MUIL
Rapat Dewan Syariah Nasional MUI terdiri dari Rapat Pleno dan Rapat
BPH. Adapun materi rapat diramuskan sebagai berikut:
+ Rapat rutin mingguan tiap hari Rabu
¢ Rapat silaturrabim dengan calon DPS
« Rapat presentasi calon LKS
e Rapat khusus, misalnya dalam rangka menyusun drafi fatwa, dsb.
Dewan Syanah Nasional setelah menimbang bahwa kehadiran dewan
pengawas syariah pada lembaga keuangan syanah mutlak diperlukan, sebagai
wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. bahwa oleh
karena itu, DSN perlu menetapkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan
penetapan anggota dewan pengawas syari’ah pada lembaga keuvangan syariah.
Adapun prosedur penetapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di
Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah (LKS-LBS) adalah
sebagai berikut :
s LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui
sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS

atau meminta calon kepada DSN
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» Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH DSN-MUI

e Apabila diperlukan diadakan silaturrahim antara BPH DSN-MUI
dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan
kepantasannya

* Hasil rapat BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI1

¢ Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai
DPS

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),
juga menetapkan hal-hal sebagai berikut:
Tugas dan Fungsi DPS:

e Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah
difatwakan oleh DSN.

+ Fungsi utama DPS adalah:

- sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan
unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah
mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari‘ah.

- sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN
dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan
produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang

memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
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Kewajiban Anggota DPS:

» Mengikuti fatwa-fatwa DSN.

e Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak
menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh
DSN.

e Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang
diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam
satu tahun.

» Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa
DSN di LKS

¢ Menghadiri rapat-rapat rutin DPS

e Memberikan bimbingan dan pertimbangan syariah kepada LKS yang
bersangkutan

¢ Memberikan nasihat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan
penyimpangan yang tidak sesuai syariah.

* Memberikan opini syari'ah kepada LKS yang bersangkutan

e Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUL

Opini Syariah

Rengertian Opini Syariah

Opini syariah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas
secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan sy'ar‘i

yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syari‘ah
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dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN
mengenai masalah tersebut.
Kedudukan Opini Syariah
Kedudukan opini syari'ah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa
dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, opini syari ah dapat
dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk LK
Prosedur Pengusulan Fatwa Baru
DPS, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS,
dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa
yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN.
Usulan tersebut untuk selanjuinya diformulasikan secara baik untuk
dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI
Rangkaian Kerja DPS
Menyusun rencana kerja bersama pimpinan LKS
Menghadiri rapat-rapat DPS
Memberikan opini syariah
Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS
Melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka
Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagjan dari lembaga keuangan syariah
yang bersangkutlan, yang penempatannya atas persctujuan Dewan Syar'ah
Nasional (DSN). Lembaga keuangan syariah adalah setiap lembaga yang
kegiatan usabanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau

hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.
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Keanggotaan DPS:

¢ Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang
anggota DPS.

e Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

e Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami
pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti,
diusulkan oleh lembaga kenangan syari’ah ybs, atau telah merusak citra
DSN.

Syarat Anggota DPS:

e Memiliki akhlaq karimah

e Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari’ah mu’amalah dan
pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

e Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan
syariah.

e Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari’ah yang dibukiikan dengan
surat/sertifikat dari DSN.

Dengan memahami tugas serta fungsi pengawasan yang dilakukan
oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dapat dilihat bahwa makna
kepatuhan syariah adalah kesesuaian produk yang dihasilkan oleh lembaga
keuangan syariah dengan hukum atau syariah Islam. Dengan pengawasan ini

diharapkan bahwa setiap lembaga keuangan syariah berjalan sesuai koridor

Islam.
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6.3 Kesesnaian Mekanisme Pengawasan Bank Syariah dengan Tuntunan

Berdasarkan pengamatan dalam mekanisme sistem pengawasan intern
dalam bank syariah, maka Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus
dioptimalkan. DPS dari sebuah lembaga keuangan Islam ideainya tidak hanya
berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga
mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga
keuangan dalam distribusi profit. Tugas mereka adalah mengawasi kepatuhan
terhadap syariah secara utuh (Kahf, 2004). Syariah, merupakan sebuah nilai
yang intinya menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan profesionalisme.

Struktur DPS yang biasanya beranggotakan tiga orang atau lebih amat
berperan dalam kemajuan lembaga keuangan syariah (LKS). DPS harus ikut
mengawasi distribusi profit yang dilakukan bank, mengembangkan sumber
daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta membantu
mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank. Menurut
Majid Dawood (2006), CEQ Yasaar, sebuah lembaga konsultasi untuk DPS,
mengakui terjadi kekurangan jumlah ulama yang memahami fikih muamalah
sekaligus praktik ekonomi dan kevangan. Yasaar sebagai lembaga yang khusus
menangani shariah board mengaku mulai merekrut ulama muda potensial
untuk dibekali ilmu ekonomi, keuangan, perumusan, serta pengambilan fatwa.
Idealnya, menurut Dawood, seorang ulama yang menjadi DPS di sebuah LKS
juga harus memahami struktur dan terminologi bank dan LKS, legal

documentation, dan tentu saja pemahaman yang baik tentang fikih muamalah.
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Dawood menjelaskan, untuk menelusuri kaidah fikih seorang pakar
harus memahami pandangan mazhab. Dawood menjelaskan pula ihwal adanya
satu DPS satu LXS yang amat kaku sehingga menghambat pertumbuhan bank.
Ulama yang duduk dalam DPS itu berpendapat sebuah produk yang tengah
dikembangkan di Timur Tengah tidak sah atan haram. Karena itu, langkah
bank pun terhambat. Padahal, kata Dawood, saat imi LKS tengah
mengembangkan hedging, mortgage, dan kartu kredit. Karena itu, amat penting
bagi ulama mengetahui teori dan keuangan untuk bisa menjawab tantangan di
depan.

Selain itu, Menurut Gubermyr Bank Indonesia (BI) Burhanuddin
Abdullah (2007) menyatakan bahwa industri perbankan syariah tidak hanya
menempatkan seseorang berkopiah dan berjenggot saja. Yang terpenting
adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu
memenubhi target akselerasi perbankan syariah sebesar lima persen pada 2008.
Selain itu, Burhanuddin juga meminta perbankan uniuk lebih giat dalam
mengembangkan syariah. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia punya harapan
agar perbankan lebih giat di syariah dan menémpatkan tenaga berkualitas di
perbankan syariah sehingga syariah tidak hanya kelihatan karena seseorang
memakai kopiah dan berjenggot saja. Mereka harus memiliki kemampuan
untuk berkiprah di perbankan syariah. Burhanuddin menjelaskan, Bank
Indonesia sangat konsen mendorong perturnbuhan perbankan syariah nasional.

Bank Indonesia mengharapkan perbankan syariah memperbesar kapasitas
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usahanya. Sebab, Bank Indonesia memiliki target yang cukup ambisius, yaitu
pada 2008 supaya share perbankan syariah bisa menjadi lima persen.

Disamping itu, Bank Indonesia mengakui masih ada kendala yang
menghambat perkembangan bank syariah. Untuk itu, melalui Peraturan Bank
Indonesia yang baru, akan memberi kesempatan kepada semua cabang bank
konvensional untuk menampung dana dari masyarakat secara syariah.
Burhanuddin menuturkan salah satu butir kesepakatan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia dengan kalangan perbankan syariah maupun perbankan
konvensional yang bemiat membuka unit usaha syariah adalah bahwa masalah
SDM di perbankan syariah periu ditingkatkan. Bahkan, bila menginginkan
pertumbuhan sebesar lima persen, diperlukan 40 ribu pegawai yang menangani
syariah. Selain itu perlu ditambah dengan pendidikan maupun sosialisasi,
namun secara terprogram dan sistematik sesuai dengan materi syariah.

Oleh karena itu, kurang optimalnya peranan dewan pengawas syariah
tidak hanya terjadi pada Bank "X” Syariah. Fenromena ini terjadi pula pada
bank-bank sejenis. Hal in: perlu dipahami, karena perkembangan bank syariah

belum lama, sehingga dibutuhkan waktu bagi kematangan sebuah sistern.
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BAB VI1

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan maka secara
keseluruhan dapat distmpulkan bahwa:

1. Pemahaman yang unik atas akuntabilits perbankan syariah dilandasi
oleh kesadaran bahwa pertanggungjawaban seluruh aktivitas
perbankan tidak hanya pada manusia namun juga pada Tuhan. Pada
Bank "X” Syariah Surabaya, dengan adanya pemahaman ini, maka
mekanisme pengawasan intemal perbankan syariah tetap beralan
dengan ketat sebagaimana dengan bank konvensional yang menjadi
induk dari Bank X Syariah Surabaya, karena dengan sistem yang
kompleks membutuhkan suatu sistem pengawasan yang efektif pula
untuk menghindan adanya tindakan kejahatan. Sehingga sistem
pengendalian ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yang
salah saty diantaranya adalah menjaga aset perusahaan serta agar
operasional perusahaan berjalan dengan baik. Oleh karena itu,
mekanisme sistem pengendalian intern pada Bank “X” Syariah
Surabaya telah berjalan efektif sesuai dengan akuntabilitas yang
diemban, yaitu tidak hanya pada manusia namun pada Tuhan. Hz;]

ini dilakukan karena dengan mengemban lebel syariah, maka
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pengawasan atas internal tetap harus diperketat sesuai dengan aturan

Bank X" konvensionai, yang merupkan bank berskala BUMN.

2. Pelaksanaan  kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan
kepatuhan syariah pada Bank "X Syariah Surabaya dilakukan oleh
BQA (Branch Quality Assurance) selaku internal auditor, yang
merupakan pihak yang berkompeten mengenai masalah pengawasan
manajemen dan pengawasan kepatuhan syariah.

3. Fungsi DPS dalam melaksanakan pengawdsan kepatuhan syariah
behm optimal, karena makna kepatuhan syariah yang disyaratkan
hanya sebatas pada kesesuaian produk dan pemasaran terhadap
aturan syariah.

Dari kesimpulan tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu
permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat
ini adalah standarisasi sistem pengawasan baik pada kebijakan manajemen
maupun terhadap kepatuhan syariah yang tepat, yang bertujuan untuk
menciptakan transparansi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank
syariab sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap bank
yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank
dengan sistem syariah 1slam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang
diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk

stakeholder utama sistem perbankan di dunia ini.
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Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah
tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank
syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan
dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-
tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah
sistem pengawasan yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan
dan telah menjadi kebutuhan utama yang barus dipenubi. Tanpa itu,
mustahil bank syariab dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan
perbankan konvensional.

Dengan konteks perbankan kontemporer, maka memiliki sistem
perbankan yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dani ajaran Islam. Namun yang perlu kita
perhatikan, terutama pada tataran operasional, sistem pengawasan pada
perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem
perbankan konvensional, meski pada aspek-aspek tertentu, keduanya
memiliki persamaan-persamaan. Diantara perbedaan yang sangat prinsipil
adalah perlu ditekankan bagaimana menjalankan sistemn manajemen yang

Islami yang dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

7.2 Saran
Perbankan Islam adalah satu sistem yang dibangun dengan semangat

alternatif, schingga seharusnya ‘berbeda’ dari perbankan yang telah ada.
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Perbedaan sistem tidak sekadar pemakaian istilah tapi juga perlakuan dan
jaminan rasa aman terhadap pelanggan. Hal ini terutama bahwa masyarakat
memiliki keyakinan bahwa perbankan syariah memiliki sistem yang sesuai
ketentuan syariah Isiam.

Selain itu, oleh karena peranan dewan pengawas syariah hanya
terbatas pada melakukan fungsi kontrol terhadap produk serta pemasaran
yang harus sesuai dengan aturan syariah yang berupa fatwa dari DSN-MUI,
maka Bank X Syariah mungkin dapat menjadi pelopor bank syariab yang
mengusulkan adanya optimalisasi peranan dewan pengawas syariah. Dengan
demikian, maka bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang
berbeda karena memiliki manajemen yang Islami.

Secara teknis, selain telah adanya Dewan Syariah, selayaknya
pemerintah mendorong pula terwujudnya mekanisme check und balance
dalam perbankan syariah yang sehat dan dipercaya. Wadah untuk
memfasilitasi check and balance dapat diwakili oleh sejenis lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang berfungsi pula sebagal lembaga
penyeimbang. Lembaga ini dapat memberikan advokasi dan edukasi kepada
pelanggan/umat serta berbagai aspek, termasuk konsekuensi-konsekuensi
dalam melakukan transaksi. Lembaga ini bisa saja berada pada badan-badan
atau organisasi sosial dan dakwah yang telah eksis seperti: Muhammidiyah,

Nahdhatul Ulama, dan Al Irsyad dan lainnya. Tentunya lembaga ini,
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diharapkan tidak pula terpeleset menjadi eksekutor bagi perjalanan sistem

perbankan Islam itu sendiri.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya pada Bank ”X” Syariah Surabaya,
sechingga hal ini tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk seluruh bank
syariah di Indonesia. Namun, penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan
penelitian lebih lanjut, dengan obyek yang berbeda, untuk mencari beberapa
pola pengawasan internal syariah yang sama pada perbankan syariah di

Indonesia.
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Tabel 5.1
DAFTAR PERBANKAN SYARIAH
sampai dengan 2 April 2007

(Sumber: Majelis Ulama Indonesia)

1. Bank Umum Syariah
1. Bank Muamalat Indonesia
2.  Bank Syariah Mandin
3. Bank Syariah Mega Indonesia
II. Unit Usaha Syariah Bank Umum
1. Bank IFI Syariah
2.  Bank BANK X Syarnah
3.  Bank Bukopin Syariah
4.  Bank BRI Syariah
5. Bank Danamon Syariah
6.  Bank BII Syariah
7. Bank HSBC Amanah Syariah
8. Bank Niaga Syariah
9.  Bank Permata Syariah

10. Bank BTN Syariah

Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern ...

Nurul Hasanah U. Dewi



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

IIL Unit Usaha Syariah BPD
1. Bank Jabar Syariah
2.  Bank DKI Syariah
3. Bank Riau Syariah
4.  Bank Sumut Syariah
5. BPD Aceh Syanah
6. BPD Kalsel Syariah
7. BPD NTB Syariah
8. Bank Sumsel Syariah
9. Bank Kalbar Syaniah
10. BPD DIY Syariah
il.  BPD Kaltim Syariah
12.  Bank Nagari Syariah (BPD Sumbar)
13. Bank Jatim Syanah
14. Bank Sulsel Syariah
IV. Bank Kustodian Syariah
Deutsche Bank
V. BPR Syariah:
Kurang lebih ada 100-an BPRS
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STRUKTUR ORGANISAS]

Gambar 5.1
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Gambar 5.2

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CABANG BANK ”X” SYARIAH SURABAYA
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